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MOTTO

“Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan
orang-orang yang diberi ilmu beberapa deraja.”
(Q.S. Al-Mujadilah: 11)
“Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.”
(Q.S. At-Taubah : 40)
“Jangan resah jika ada yang membencimu, karena masih banyak yang
mencintaimu di dunia. Tetapi, resahlah ketika Allah membencimu, karena tidak
ada lagi yang mencintaimu di akhirat.”
(Imam Al Ghazali)
“Tidak ada yang lebih indah ketika kita wisuda disaksikan oleh kedua orang tua
kita. Sayangi mereka selagi masih ada.”
(Penulis)
“Akan ada banyak orang baik yang Allah hadirkan dalam hidupmu. Tetapi tidak
semua yang baik itu tepat untukmu. Dari sekian itu, hanya satu yang tepat
untukmu, duniamu dan akhiratmu.”
(Penulis)
“Sesungguhnya Allah itu dekat. Dia melihat tangan ynag kita tengadahkan dan
mendengar doa-doa yang kita bisikkan.”
(Penulis)
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ABSTRACT
The results of this study indicate that the analysis of income
variants can be categorized well, income growth analysis is considered
positive, the degree of decentralization is considered less, the
effectiveness of PAD ratio shows very effective.
While the analysis of expenditure variables can be categorized
well, the exposure match analysis shows that operating expenditure is
considered to be harmonious, capital expenditures are considered
unsuitable, the efficiency of spending ratio is considered quite efficient.
And the appropriateness of the presentation of budget realization reports
to the Regional Finance Board against PSAP 02, there are 14 corresponding
paragraphs, and 3 paragraphs are note yet appropriate.
Keywords: APBD Performance, Regional Financial Performance, Revenue
Performance, Shopping Performance, Budget Realization Report,
PSAP02.
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ABSTRAK
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis varian pendapatan dapat
dikategorikan baik, analisis pertumbuhan pendapatan dinilai positif, derajat
desentralisasi dinilai kurang baik, rasio efektivitas PAD menunjukkan sangat
efektif. Sedangkan analisis varian belanja dapat dikategorikan baik, analisis
keserasian belanja menunjukkan belanja operasi dinilai sangat serasi, belanja
modal dinilai tidak serasi, rasio efisiensi belanja dinilai cukup efisien. Dan
kesesuaian penyajian laporan realisasi anggaran pada Badan Keuangan Daerah
terhadap PSAP 02, terdapat 14 paragraf yang sesuai, dan 3 paragraf belum sesuai.
Kata Kunci: Kinerja APBD, Kinerja Keuangan Daerah, Kinerja Pendapatan,
Kinerja Belanja, Laporan Realisasi Anggaran, PSAP 02.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Akuntansi sektor publik di Indonesia dalam waktu singkat berkembang
secara pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 telah dijelaskan bahwa Otonomi
Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini setiap
kabupaten/kota memiliki kewenangan terhadap pemerintahannya.
Salah satu Ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang
“Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan
Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan
landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah, dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah
(Mardiasmo, 2002). Oleh karena itu, diperlukan diperlukan Akuntansi Keuangan
Daerah.
Menurut Erlina, et. all (2013: 3) Akuntansi Keuangan Daerah merupakan
akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa penting ekonomi pada entitas
ekonomi dilindungi pemerintah daerah. Akuntansi Keuangan Daerah diperlukan
karena semangat otonomi daerah yang harus mengelola keuangan daerah secara
2terpisah dari pemerintahan pusat dan melaporkan hasil secara transparan kepada
publik. Oleh karena itu, diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat
dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah itu sendiri.
Otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan
kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara
lebih mandiri, tidak menggantungan bantuan dari pemerintah pusat mulai dari
proses, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban. Sehingga
dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi, daerah dituntut untuk lebih
kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah khususnya di
bidang keuangan.
Tabel 1.1.
Realisasi APBD Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2011-2015
PENDAPATAN 2011 2012 2013 2014 2015
Pendapatan Asli
Daerah 96,166,806,526.00 164,954,318,824.00 192,971,720,442.00 264,839,200,256.00 317,985,510,755.00
Pajak Daerah 42,558,642,562.00 85,704,497,336.00 102,524,770,063.00 116,089,421,090.00 137,043,704,396.00
Retribusi Daerah 39,418,728,509.00 22,461,598,967.00 21,834,054,019.00 30,503,593,366.00 27,692,243,536.00
Hasil Pengelolaan
Kekayaan 4,462,342,843.00 4,416,537,219.00 8,357,189,178.00 5,594,654,201.00 9,361,021,962.00
Lain-lain PAD
yang sah 9,727,092,612.00 52,371,685,302.00 60,255,707,182.00 112,651,531,599.00 143,888,540,861.00
PENDAPATAN
TRANSFER 845,970,090,635.00 958,425,185,680.00 1,111,578,913,397.00 1,224,614,613,600.00 1,276,980,316,376.00
Transfer
Pemerintah Pusat 657,247,355,925.00 760,615,713,918.00 844,525,645,286.00 907,773,806,381.00 944,640,592,926.00
Dana Bagi Hasil
Pajak/Bukan 43,243,409,925.00 32,764,394,918.00 27,938,065,286.00 23,876,353,110.00 21,411,266,926.00
Dana Alokasi
Umum 564,840,146,000.00 680,235,009,000.00 763,462,900,000.00 826,891,481,000.00 854,457,636,000.00
Dana Alokasi
Khusus 49,163,800,000.00 47,616,310,000.00 53,124,680,000.00 57,005,972,271.00 68,771,690,000.00
Transfer
Pemerintah Prov. 188,722,734,710.00 197,809,471,762.00 267,053,268,111.00 316,840,807,219.00 332,339,723,450.00
Lain-lain
Pendapatan yang
sah 73,301,360,000.00 94,106,473,800.00 61,090,543,554.00 81,315,998,466.00 163,656,450.00
Total Pendapatan
Daerah 1,015,438,257,161.00 1,217,485,978,304.00 1,365,641,177,393.00 1,570,769,812,322.00 1,595,129,483,581.00
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Diolah: 2017
3Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat pertumbuhan pendapatan daerah
Kabupaten Sukoharjo dalam lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan secara
positif, dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan yaitu 12,16%. Pendapatan Asli
Daerah terhadap total Pendapatan Daerah masih sangat kecil dibandingkan dana
perimbangan terhadap total Pendapatan Daerah. Hal ini menunjukkan masih
tingginya tingkat ketergantungan terhadap pemberian dana dari Pemerintah Pusat
dan merupakan masalah yang dihadapi oleh sebagian besar Pemerintah Daerah di
Indonesia dimana PAD lebih kecil dibanding penerimaan yang berasal dari pusat.
Selain dilihat dari pertumbuhan pendapatan, keberhasilan pemerintah daerah
juga perlu dilihat dari nilai tingkat pertumbuhan belanja.
Tabel.1.2.
Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2011-2015
BELANJA 2011 2012 2013 2014 2015
BELANJA
DAERAH
969,298,855,931.00 1,196,799,260,947.00 1,281,648,110,545.00 1,526,637,448,160.00 1,635,302,867,018.00
BELANJA
OPERASI
868,588,001,710.00 962,478,090,460.00 1,068,994,107,655.00 1,328,394,994,250.00 1,369,218,202,298.00
Belanja Pegawai 644,509,090,369.00 737,843,332,970.00 790,071,373,196.00 914,850,106,551.00 971,122,947,214.00
Belanja Barang 151,231,045,031.00 128,703,837,558.00 161,206,644,586.00 288,065,310,626.00 199,259,788,323.00
Belanja Bunga 57,908,963.00 47,003,832.00 35,857,033.00 24,831,073.00 13,805,111.00
Belanja Hibah 8,579,227,507.00 49,361,389,560.00 48,520,253,000.00 49,945,130,000.00 63,821,498,650.00
Belanja Bantuan
Sosial
32,967,500,000.00
7,565,132,000.00 16,297,614,000.00 14,903,500,000.00 19,474,373,000.00
Belanja Bantuan
Keuangan
31,243,229,840.00
38,957,394,540.00 52,862,365,840.00 60,606,116,000.00 115,525,790,000.00
BELANJA
MODAL
97,153,874,221.00 233,723,888,487.00 209,691,364,140.00 197,957,953,910.00
265,948,514,720.00
Belanja Tanah 208,055,000.00 2,000,175.00 326,200,050.00 265,375,000.00 2,267,530,000.00
Belanja Peralatan
dan Mesin
11,887,391,180.00
39,384,607,500.00 39,135,716,836.00 32,850,281,519.00 54,253,935,453.00
Belanja Gedung dan
Bangunan
8,938,430,600.00
79,325,298,539.00 77,372,548,152.00 109,006,506,970.00 86,123,427,500.00
Belanja Jalan, Irigasi
dan Jaringan
73,160,602,038.00
104,328,514,194.00 85,500,885,700.00 50,819,060,929.00 119,929,090,870.00
Belanja Aset Tetap
Lainnya
2,428,854,403.00
8,764,864,200.00 2,373,707,250.00 870,832,860.00 3,374,530,897.00
Belanja Aset
Lainnya
530,541,000.00
1,918,603,879.00 4,982,306,152.00 4,145,896,632.00
BELANJA TIDAK
TERDUGA 2,499,150,000.00
597,282,000.00 2,962,638,750.00 284,500,000.00 136,150,000.00
Belanja Tidak
Terduga
2,499,150,000.00
597,282,000.00 2,962,638,750.00 284,500,000.00 136,150,000.00
Jumlah 968,241,025,931.00 1,196,799,260,947.00 1,281,648,110,545.00 1,526,637,448,160.00 1,635,302,867,018.00
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Diolah: 2017
4Pada Tabel 1.2. rata-rata pertumbuhan belanja yaitu 14,23%. Dengan tingkat
pertumbuhan tertinggi tahun 2011 sebesar 23,61%, dan pertumbuhan belanja
terendah pada tahun 2012 sebesar 7,09%. Belanja daerah mencerminkan
kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah. Dalam organisasi
menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit dibanding
membelanjakan. Karena sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan
akan terjadinya kebocoran, maka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan
terhadap belanja sangat penting dilakukan (Mahsun, 2007: 141).
Keberhasilan suatu pemerintahan dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja
yang telah dicapainya. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau
kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah
ditetapkan. Kriteria tersebut memiliki tujuan-tujuan atau target yang akan dicapai
(Mahsun, 2009: 25).
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan dan Undang-
undang No. 1 tentang perbendaharaan menegaskan atas pelaksanaan APBD,
kepada daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung
jawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan berdasarkan
PP No. 71 Tahun 2010 yang terdiri dari :
51. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Arus Kas;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Perubahan Ekuitas;
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
7. Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan
pembiayaan yang diperbandingkan dengan apa yang telah dianggarkan dan
dengan realisasi periode sebelumnya (Bastian, 2010). Peraturan pemerintah No.
71 Tahun 2010 laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada
para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya
ekonomi, jika :
a. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
b. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
c. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Analisis Varians Pendapatan dalam penelitian Saputra, et. al (2016)
menunjukkan hasil dalam kategori baik. Hasil dari penelitian Kusumadewi dan
Ilat (2016) juga menunjukkan bahwa analisis varian pendapatan dalam kategori
baik. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sagay
(2013) bahwa analisis varians pendapatan dalam kategori belum baik.
Analisis Pertumbuhan Pendapatan dalam penelitian Saputra, et. all (2016)
menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan pendapatan positif. Hal ini sejalan dengan
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positif.
Rasio Efektivitas dalam penelitian Ropa (2016) bahwa tingkat efektivitas
menunjukkan hasil efektif. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Dien, et. all
(2015) hasil menunjukkan bahwa tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan PAD
sangat efektif. Berbeda dengan penelitian Gramini, et. all (2017) rasio efektivitas
PAD menunjukkan hasil tidak efektif
Analisis Varians Belanja dalam peneltian Katit dan Pinatik (2016) menunjukkan
hasil bahwa kinerja belanja baik. Sejalan dengan penelitian Makka, et. all (2015)
kinerja belanja menunjukkan kriteria baik.
Analisis Keserasian Belanja dalam penelitian Gramini, et. all (2017) bahwa
Belanja Operasi serasi dan Belanja Modal kurang serasi. Sejalan degan penelitian
Saputra, et. all (2016) Belanja Operasional serasidan Belanja Modal kurang serasi.
Penelitian Katit dan Pinatik (2016) Belanja Operasional serasi dan Belanja Modal
kurang serasi. Hal ini berbeda dengan penelitian Palilingan (2015) menunjukkan
Belanja Operasional tidak serasi dan Belanja Modal tidak serasi.
Analisis Efisiensi Belanja dalam penelitian Kusumadewi dan Ilat (2016)
menunjukkan bahwa kinerja belanja efisien. Sejalan dengan penelitian Tulangouw
dan Runtu (2016) kinerja belanja menunjukkan hasil efisien. Dan penelitian
Gramini, et. all (2017) juga menunjukkan hasil kinerja belanja efisien. Hal ini
berbeda dengan penelitian Dien, et. all (2015) kinerja belanja menunjukkan hasil
tidak efisien.
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analisis dan rasio-rasio yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan dan
juga pemilihan objek. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis kinerja pendapatan dan analisi kinerja belanja, sedangkan rasio yang
digunakan adalah rasio derajat desentralilasi, rasio efektivitas PAD dan rasio
efisiensi belanja. Sedangkan penelitian sebelumnya kebanyakan menghilangkan
salah satunya. Pemilihan objek, peneliti memfokuskan hanya Laporan Realisasi
Anggaran Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2015.
Berdasarkan latar belakang diatas dan pertimbangan-pertimbangan yang
ada, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Kinerja
Pendapatan Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Dan Kesesuaian
Penyajian Laporan Terhadap PSAP 02 Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2015”.
1.2. Identifikasi Masalah
1. Adanya penyelenggaraan otonomi daerah, maka pemerintah daerah dituntut
untuk mandiri dalam mengelola keuangan.
2. Adanya tuntutan pengelolaan keuangan daerah yang bersifat transparansi
dan akuntabilitas, penilaian akuntabilitas dan transparasi keuangan daerah
dapat dilakukan dengan mengukur kinerja keuangan daerah.
3. Adanya pemberlakuan PP No. 71 Tahun 2010 tentang penyajian laporan
keuangan berbasis akrual dan Standar Akuntansi Pemeritah tentang Laporan
Realisasi Anggaran.
84. Adanya research gap yang terjadi pada penelitian sebelumnya tentang
kinerja keuangan APBD.
1.3. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah peneliti membatasi masalah yang akan
diteliti yaitu: Analisis Kinerja Pendapatan Belanja Daerah Dalam Laporan
Realisasi Anggaran dan Kesesuaian penyajian LRA Terhadap PSAP 02 Pada
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2015.
1.4. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana kinerja pendapatan daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran
pada BKD Kabupaten Sukoharjo jika dilihat menggunakan Analisis varian
Pendapatan, Analisis Pertumbuhan Pendapatan, Derajat Desentralisasi, dan
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah?
2. Bagaimana kinerja belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada
BKD Kabupaten Sukoharjo jika dilihat menggunakan Analisis Varian
Belanja, Analisis Keserasian Belanja, dan Rasio Efisiensi Belanja?
3. Bagaimana kesesuaian penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten
Sukoharjo terhadap PSAP 02 Tahun 2010?
1.5. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui kinerja pendapatan daerah dalam Laporan Realisasi
Anggaran pada BKD Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan Analisis
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danRasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui kinerja belanja daerah dalam Laporan Realisasi
Anggaran pada BKD Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan Analisis
Varian Belanja, Analisis Keserasian Belanja, dan Rasio Efisiensi Belanja.
3. Untuk mengetahui kesesuaian penyajian Laporan Realisasi Anggaran
Kabupaten Sukoharjo terhadap PSAP 02 Tahun 2010
1.6. Manfaat Penelitian
Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, sebagai
berikut :
1. Bagi Akademis
Merupakan tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Serta
sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada bidang kajian
yang sama.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada dalam
masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah dan
sebagai informasi tambahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan
pemerintah daerah setelah diberlakukannya anggaran berbasis kinerja.
1.7. Jadwal Penelitian
Terlampir
1.8. Sistematika Penulisan
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Penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab dengan gambaran sebagai
berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Pendahuluan merupakan bab yang membahas latar belakang, identifikasi
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian
dan sistematika penulisan.
BAB II : LANDASAN TEORI
Bab ini berisi tentang kajian teori yang diperlukan di dalam menunjang
penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah
dirumuskan dalam penelitian ini.
BAB III : METODE PENELITIAN
Metodologi penelitian membahas jenis penelitian, lokasi, dan waktu
penelitian, populasi sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data,
teknik pengambilan sampel, variabel penelitian, definisi operasional variabel,
instrumen penelitian dan teknik analisis data.
BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Analisis dan pembahasan menguraikan tentang gambaran umum tentang
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Sukoharjo, pengujian dan hasil
analisis data, serta pembahasan hasil analisis berdasarkan data statistik yang
diperoleh dari hasil pengolahan data.
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BAB V : PENUTUP
Penutup berisi kesimpulan, serta saran yang diberikan untuk spenelitian
selanjutnya berdasarkan pada hasil penelitian ini.
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Kajian Teori
2.1.1.Kinerja dan Pengukuran Kinerja
1. Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja
Kinerja (perfomance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu
organisasi (Mahsun, 2009: 25).
Sedangkan pengukuran kinerja (perfomance measurement) adalah suatu
metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian
pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat
diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan
keputusan dan akuntanbilitas (Mahsun, 2009:26).
Pengukuran kinerja bukan tujuan akhir, tetapi merupakan alat agar
menghasilkan manajemen yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kinerja. Hasil
dari pengukuran kinerja akan memberikan info apa yang terjadi, bukan mengapa
hal itu terjadi atau apa yang harus dilakukan. Suatu organisasi harus menggunakan
pengukuran kinerja secara efektif agar dapat mengidentifikasi strategi dan
perubahan operasional apa yang dibutuhkan serta proses yang diperlukan dalam
perubahan tersebut.
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2. Value For Money
Menurut Mardiasmo (2009:4) Value for Money merupakan konsep
pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen, yaitu :
a. Ekonomi
Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang
dinyatakan dalam satuan moneter. Ada keterkaitan antara ekonomi dengan
organisasi sektor publik untuk meminimalisir input resource yang digunakan
yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang
terendah.
b. Efisien
Efisien merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan
standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Pencapaian output yang
maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk
mencapai output tertentu.
c. Efektivitas
Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara
sederhana efektivitas merupakan perbandinagn outcome dan output.Ketiga elemen
tersebut merupakan elemen pokok value for money, namun beberapa pihak
perpendapat bahwa dengan tiga elemen saja tidak cukup.Perlu ditambah dua
elemen, yaitu keadilan (equity) dan pemerataan atau kesetaraan (equality).
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2.1.2.Akuntansi Keuangan Daerah
1. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah
Menurut Halim (2013:43) akuntansi keuangan daerah adalah proses
pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi
(keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang
dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh
pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan.
2. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur, mulai dari
proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan
keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat
dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi seperti komputer.
3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Menurut Halim (2013: 43) dalam Dien dkk Akuntansi Keuangan Daerah
adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan laporan transaksi
ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah (kabupaten, kota atau provinsi) yang
dijadikan sebagai informasi dalam ranka pengambilan keputusan ekonomi oleh
pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provisi)
yang memerlukan.
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2.1.3.Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Pengertian Keuangan Daerah
Dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dinyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah
berupa pungutan pajak daerah, retribusi atau sumber penerimaan lain yang sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban
merupakan kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka
melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah.Dan menurut Siregar (2015:
11) Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.
2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah
Ruang lingkup keuangan daerah meliputi :
a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi serta melakukan
pinjaman.
b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan
membayar tagihan pihak ketiga.
c. Penerimaan daerah
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d. Pengeluaran daerah
e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,
surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan
uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
f. Kekayanan lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dengan dan atau kepentingan umum.
2.1.4.Analisis Kinerja Keuangan Daerah
Menurut Mahmudi (2007: 122) analisis kinerja keuangan daerah dapat
dilakukandengan dua cara, yaitu:
1. Analisis Kinerja Pendapatan Daerah
a. Analisis Varian Pendapatan
Analisis varian anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung
selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Bisanya selisih
anggaran sudah diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan
oleh pemerintah daerah. Pada dasarnya, anggaran pendapatan yang ditargetkan
harus diperoleh oleh pemerintah daerah.Pemerintah daerah dikatakan memiliki
kinerja yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah
yang dianggarkan (Mahmudi, 2007: 123).
Varian Pendapatan = Realisasi Pendapatan – Anggaran Pendapatan
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b. Pertumbuhan Pendapatan
Menurut Mahmudi (2007: 124) Analisis pertumbuhan pendapatan
bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran
bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya
mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Tentunya
diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya
meningkat, atau sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu
menunjukkan terjadi penurun kinerja pendapatan. Pertumbuhan pendapatan dapat
dihitung dengan rumus :
Pertumbuhan Pendapatan Thn t = Pendapatan Thn t – Pendapatan Thn t-1
Pendapatan Thn t
c. Derajat Desentralisasi
Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah
Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan
derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi
kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2007: 128).
Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :
Derajat Desentralisasi = Pendapatan Asli Daerah
Total Pendapatan Daerah
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Tabel 2.1.
Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi Daerah
Kemampuan Desentralisasi Rasio Derajat Desentralisasi
(%)
Sangat Baik >50%
Baik 25-50
Kurang Baik 10-25
Tidak Baik <10
Sumber : Halim, 2007 dalam Sundari dan Supratiningrum (2015)
d. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Menurut Mahmudi (2007: 129) Rasio efektivitas dihitung dengan cara
membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD
(dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :
Rasio Efektivitas PAD = Realisasi Penerimaan PAD x 100%
Target Penerimaan PAD
Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi
penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan.Secara umum, nilai
efektivitas pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut :
Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Efektivitas PAD
Kriteria Efektivitas Rasio Efektivitas
Sangat Efektif >100%
Efektif 100%
Cukup efektif 90%-99%
Kurang efektif 75%-89%
Tidak efektif <75%
Sumber : Mahmudi (2011: 171)
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1. Analisis Kinerja Belanja Daerah
a. Analisis Varians Belanja
Menurut Mahmudi (2007: 143) dalam hal belanja terdapat ketentuan bahwa
angaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan
pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila
realisasi belanja tidak melibihi dari yang dianggarkan. Analisis varians merupakan
analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran.
Varians Belanja = Anggaran Belanja-Realisasi Belanja
b. Analisis Keserasian Belanja  :
Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan
antar belanja.Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi,
alokasi, dan stabilisasi.Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka
pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja (Mahmudi, 2007: 148).
Analisis keserasian belanja dikategorikan, sebagai berikut :
Tabel 2.3
Kriteria Penilaian Keserasian Belanja
Sumber: Mahsun, 2006 dalam Gramini, et. all (2017)
Kriteria Keserasian Belanja Rasio Keserasian
Tidak Serasi 0%-20%
Tidak Serasi 0%-20%
Kurang Serasi >20%-40%
Cukup Serasi >40%-60%
Serasi >60%-80%
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1. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Balanja
Analisis Belanja Operasi terhadap Total Balanja merupakan perbandingan
antara total operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan
kepada pembaca laporan mengenai posisi belanja daerah yang dialokasikan untuk
belanja operasi.Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis
dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya
jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang (Mahmudi,
2007: 150). Rasio belanja operasi dapat dihitung dnegan rumus :
RBOTB = Rasio Belanja Operasi x 100%
Total Belanja Daerah
2. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja
Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja merupakan perbandinagan
antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio
ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan
untuk investasi dalam bentuk belanja odal pada tahun anggaran bersangkutan.
Berbeda dengan belanja operasi yang bersifat jangka pendek dan rutin,
pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat
jangka menengah dan panjang.  Rasio belaja modal terhadap total belanja dapat
dirumuskan:
RBMTB = Realisasi Belanja Modal x 100%
Total Belanja Daerah
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3. Rasio Efisiensi Belanja
Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja
dengan anggaran belanja.Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur
tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.angka yang dihasilkan
dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tapi relatif. Artinya tidak ada standart
baku yang dianggap baik untuk rasio ini, hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini
belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu.
Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio
efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasi telah
terjadi pemborosan anggaran (Mahmudi, 2007: 152). Rasio belanja dapat
diruuskan sebagai berikut :
Rasio Efisiensi Belanja = Realisasi Belanja x 100%
Anggaran Belanja
Tabel 2.4
Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah
Kriteria Efisiensi Rasio Efisiensi
Efisiensi < 100%
Efisiensi Berimbang =100%
Tidak Efisien >100%
Sumber : Mahsun (2009: 187) dalam Rahmayati (2016)
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2.1.5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Menurut Mahsun (2009: 146) Anggaran Daerah/Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah dalam
rangka melaksanakan kewenangannya dalam satu tahun anggaran.
Mamesah dalam Halim (2013:21) berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,
APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah
dimana, satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya
guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun
anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan
sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran.
Menurut Nordiawan dkk (2009: 39) Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.Anggaran daerah
harus diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pemborosan
sumber daya, meningkatkan efisien dan efektivitas perekonomian serta harus
memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.Hal ini merupakan bagian dari fungsi
alokasi dan fungsi distribusi APBD.
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2. Struktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
a. Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas
umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu
tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
Pendapatan daerah terdiri atas :
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber
ekonomi asli daerah (Halim, 2013: 101). PAD mencakup pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah.
2) Dana Perimbangan
Siregar (2015: 31) dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari
APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Dana perimbangan mencakup Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber
Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Siregar (2015: 31) lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan
daerah yang tidak termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah dan dana
perimbangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah  mencakup hibah (barang
atau uang dan/atau uang jasa), dana darurat, Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari
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provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus,
serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.
b. Belanja Daerah
Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah
yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembeyarannya kembali oleh Pemerintah
Daerah (Siregar, 2015: 31). Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :
1) Belanja Tidak Langsung
Nordiawan dkk (2009: 40) belanja tidak langsung merupakan belanja yang
dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan.Kelompok belanja tidak langsung ini terdiri atas belanja pegawai, bunga,
subsidi, ibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja
tidak terduga.Dan menurut Siregar (2015: 31) belanja tidak langsung merupakan
belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan
program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi : belanja pegawai, belanja
bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil,
belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
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2) Belanja Langsung
Nordiawan dkk (2009: 40) belanja langsung merupakan belanja yang
dianggarkan terkait secara lansung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan.Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri atas belanja pegawai
(honorarium/upah), belanja dan jasa, dan belanja modal.Siregar (2015: 31)
berpendapat bahwa belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
2.1.6.Laporan Realisasi Anggaran
1. Pengertian Laporan Realisasi Anggaran
PP No. 71 tahun 2010 LRA menyediakan informasi yang berguna dalam
memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan
pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan
laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi
kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan
dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi
pemerintahan, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah
dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya
(APBN/APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
LRA merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang
menyajikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding
untuk suatu periode tertentu.Penyandinag antara anggaran dan realisasi
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menunjukkan tingkat capaian target-target yang disepakati antara legislatif dan
eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Halim, 2014: 284).
Siregar (2015: 82) berpendapat laporan realisasi anggaran adalah laporan
yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya kas yang
dikelola oleh pemerintah dalam suatu periode.Laporan realisasi anggaran
merupakan bentuk ketaatan pemerintah terhadap APBN/APBD. Laporan realisasi
anggaran menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :
a. Pendapatan LRA
Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum pemerintah
yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaraan yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah.
b. Belanja
Belanja merupakan semua pengeluaran dari kas umum pemerintah yang
mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
c. Transfer
Transfer adalah penerimaan/pegeluaran uang dari/kepada entitas pelaporan
lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
d. Surplus/defisit LRA
Surplus/defisit LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan
belanja selama satu periode pelaporan.
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e. Pembiayaan
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau
pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan
maupun bertahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam pengenggaran
pemerintan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan
surplus anggaran.
f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (Silpa/Sikpa)
Selisih lebih kurang antara realisasi anggaran pendapatan LRA dan belanja
serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam anggaran selama satu
periode.
2.1.7.Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 02 Peraturan
Pemerintah No. 71 Tahun 2010
a. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran
1) Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar
penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka
memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan.
2) Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi  realisasi
dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya
menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara
legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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b. Ruang Lingkup Laporan Realisasi Anggaran
1) Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi
Anggaran yang disusun  dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis
kas.
2) Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan, baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran
berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.
c. Manfaat Informasi Realisasi Anggaran
1) Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari
suatu entitas pelaporan yang masing-masing  diperbandingkan dengan
anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi,
akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:
2) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber
daya ekonomi;
3) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh
yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan
efektivitas  penggunaan anggaran.
4) Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam
memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan
pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan
laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan
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informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan
penggunaan sumber daya ekonomi:
a) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
b) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
c) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
d. Struktur Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-
LRA, belanja, transfer,  surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-
masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam Laporan
Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas, dan diulang pada setiap
halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
1) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
2) Cakupan entitas pelaporan;
3) Periode yang dicakup; mata uang pelaporan; dan
4) Satuan angka yang digunakan.
31
2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan
1. Gramini, Kasim, dan Biding (2017) hasil analisis menunjukkan bahwa
Kinerja APBD Kabupaten Morowali dilihat dari analisis kinerja pendapatan
daerah Kabupaten Morowali memiliki kinerja kurang baik. Sedangkan jika
dilihat dari analisis kinerja belanja daerah: Analisis Varians Belanja dinilai
baik karena memiliki selisih positif, Rasio Keserasian belanja operasi dinilai
serasi sedangkan belanja modal dinilai kurang serasi, dimana Kabupaten
Morowali lebih memprioritaskan anggaran belanjanya untuk belanja operasi
dibandingkan dengan belanja modal, analisis efisiensi belanja dinilai efisien.
2. Kusumadewi dan Ilat (2016) hasil penelitian  menunjukan kinerja
pemerintah dalam mengelola pendapatannya dikatakan baik ini dibuktikan
dari varians pendapatan yang menunjukan bahwa pemerintah daerah mampu
merealisasikan pendapatannya melebihi dari yang telah dianggarkan.
3. Saputra, Suwendra, dan Yudiaatmaja (2016) hasil penelitian menunjukan
bahwa varian pendapatan termasuk dalam kategori baik, rasio derajat
desentralisasi termasuk dalam kategori sangat kurang, rasio kemandirian
keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah sekali, rasio pertumbuhan
pendapatan menunjukan pertumbuhan yang positif, varian belanja termasuk
dalam kategori baik, rasio keserasian belanja menunjukan realisasi belanja
lebih banyak pada belanja operasional, rasio efisiensi belanja termasuk
dalam kategori efisien
4. Katit dan Pinatik (2016)  selama tahun 2013-2015 Pemerintah Daerah
Kabupaten Asmat Papua memanfaatkan anggaran belanja dengan baik
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dimana realisasi belanja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Asmat Papua lebih kecil dari Anggaran yang telah direncanakan.
Dari beberapa analisis yang telah dilakukan Pemerintah daerah Kabupaten
Asmat Sudah menunjukan hasil yang positif dalam kinerja belanja.
5. Liando dan Elim (2016)  menyatakan bahwa analisis varians belanja pada
Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun anggaran 2011-2014 menunjukkan
bahwa kinerja belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dinilai
baik dan terus melakukan perbaikan setiap tahun dalam pemanfaatan
realisasi anggaran.
6. Tulangow dan Runtu (2016) hasil penelitian pada APBD Kabupaten
Minahasa, menunjukkan bahwa dalam tiga tahun penelitian pemerintah
Kabupaten Minahasa belum terlalu baik dalam merealisasikan pendapatan
daerahnya. Berbeda dengan belanja daerah, dalam tiga tahun penelitian
belanjanya dengan tidak melebihi jumlah yang dianggarkan.
7. Ropa (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa, rasio efektivitas dapat
dikategorikan efektif, rasio efisiensi kurang efisien, rasio kemandirian
pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, dan
rasio pertumbuhan baik, untuk pertumbuhan pendapatan asli daerah dan
pendapatan, dan kurang baik untuk pertumbuhan belanja rutin dan belanja
pembangunan. Dengan demikian, kinerja pengelolaan keuangan daerah
Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan analisis rasio keuangan cukup
baik.
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8. Makka, Saerang, dan Elim (2015) hasil analisis varians belanja dapat
diketahui bahwa kinerja belanja Pemerintah Kotamobagu dari tahun
anggaran 2013-2014 menunjukkan kinerja yang baik.
9. Dien, Tinangon, dan Walandouw (2015) hasil penelitian menunjukkan
tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan PAD di Dinas Pendapatan Kota
Bitung tahun anggaran 2009-2013 sangat efektif, namun tingkat dan kriteria
efisiensi anggaran belanja secara keseluruhan kurang efisien dikarenakan
penggunaan anggaran belanja yang terlalu tinggi.
10. Palilingan, Sabijono, dan Mawikere (2015) Kinerja pendapatan pemerintah
Kota Manado dilihat dari analisis pertumbuhan pendapatan  Kota Manado
tahun 2009-2013 cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata pertumbuhan
pendapatan dan PAD positif. Pertumbuhan PAD kota Manado dari tahun
2009-2013 cenderung mengalami penurunan. Kinerja pemerintah Kota
Manado dari analisis pembiayaan secara umum sudah baik terlihat dari
SILPA yang bersaldo positif yang berarti pemerintah Kota Manado sudah
tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran, kecuali untuk tahun 2011.
11. Handoko (2014) hasil penelitian menunjukkan Dalam menyajikan
penyusunan anggaran berbasis kinerja sudah efisien dilihat dari
perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dan dimana rencana
program kerja dapat dicapai sesuai dengan target yang telahdirencanakan.
Hambatan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja selama tahun 2011
sampai dengan tahun 2012 tidak mengalami hambatan yang berarti.
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12. Sagay (2013) hasil penelitian menunjukan kinerja pemerintah Kabupaten
Minahasa Selatan dalam mengelola pendapatannya belum baik, ini dilihat
dari  varians pendapatan yang menunjukan belum adanya realisasi
pendapatan yang mencapai target. Akan tetapi dalam mengelola anggaran
belanja sudah cukup baik, ini dilihat dari tidak adanya realisasi belanja yang
melebihi dari yang dianggarkan.
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2.3. Kerangka Berfikir
Gambar 2.1.
Kerangka Berpikir
APBD
Kabupaten Sukoharjo
Analisis Kinerja Keuangan BKD
Kabupaten Sukoharjo
Kinerja Keuangan BKD Kabupaten
Sukoharjo
Laporan Realisasi Anggaran
BKD Kabupaten Sukoharjo
Kinerja Pendapatan Daerah:
1. Analisis Varians Pendapatan
2. Analisis Pertumbuhan
Pendapatan
3. Derajat Desentralisasi
4. Rasio Efektivitas PAD
Kinerja Belanja Daerah:
1. Analisis Varians Belanja
2. Analisis Pertumbuhan
Belanja
3. Analisis Keserasian Belanja
4. Rasio Efisiensi Belanja
Kesesuaian Penyajian Laporan Realisasi
Anggaran terhadap PSAP 02
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian
Waktu penelitian yang digunakan dimulai dari penyusunan proposal pada
bulan Maret 2017 sampai  selesai. Wilayah penelitian ini adalah Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2013-2015.
3.2. Jenis Penelitian
Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan
adalah metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini akan menggambarkan
fenomena atau karakteristik data yang tengah berlangsung pada saat penelitian ini
akan dilakukan atau selama kurun waktu tertentu untuk menjawab rumusan
masalah penelitian tersebut (Sugiyono dalam Rahmayati, 2016). Penelitian ini
bermaksud untuk mengetahui kinerja Pendapatan dan Belanja daerah dalam
Laporan Realisasi Anggaran pada BKD Kabupaten Sukoharjo dan kesesuaian
penyajian LRA terhadap PSAP 02.
3.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel
3.3.1.Populasi
Menurut Sugiyono (2014: 119) populasi adalah wilayah generalisasi yang
terjadi atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran
pada BKD Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2011-2015.
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3.3.2.Sampel
Menurut Sugiyono (2014: 120) Sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah
Laporan Realisasi Anggaran pada BKD Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran
2011-2015.
3.3.3.Teknik Pengambilan Sampel
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
teknik sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua
anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2014: 126).
3.4. Data dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data
sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak
langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data
sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun
dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan
(Indriantoro dan Supomo, 2002: 147). Data yang dianalisis dalam penelitian ini
yaitu data Laporan Realisasi APBD Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2011-
2015 dan diperoleh secara langsung dari Sekretariat BKD Kabupaten Sukoharjo.
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3.5. Teknik Pengumpulan Data
2. Studi Lapangan, melakukan observasi langsung ketempat penelitian untuk
memperoleh data dan mengetahui lebih jelas mengenai masalah yang akan
diteliti.
3. Dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan data tentang objek yang
akan diteliti berupa Laporan Realisasi APBD Kabupaten Sukoharjo.
3.6. Teknis Analisis Data
3.6.1.Analisis Kinerja Pendapatan Daerah
2. Analisis Varians Pendapatan
Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung
selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Bisanya selisih
anggaran sudah diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan
oleh pemerintah daerah. Pada dasarnya, anggaran pendapatan yang ditargetkan
harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatan memiliki
kinerja yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah
yang dianggarkan (Mahmudi, 2007: 123).
Varians Pendapatan = Realisasi Pendapatan – Anggaran Pendapatan
3. Pertumbuhan Pendapatan
Menurut Mahmudi (2007: 124) Analisis pertumbuhan pendapatan
bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran
bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya
mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Tentunya
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diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya
meningkat, atau sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu
menunjukkan terjadi penurun kinerja pendapatan. Pertumbuhan pendapatan dapat
dihitung dengan rumus :
Pertumbuhan Pendapatan Thn t = Pendapatan Thn t – Pendapatan Thn t-1
Pendapatan Thn t
4. Derajat Desentralisasi
Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah
pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan
kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD
maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan
desentralisasi (Halim, 2007 dalam Sundari dan Supratiningrum 2015).
Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :
Derajat Desentralisasi = Pendapatan Asli Daerah x 100%
Total Pendapatan Daerah
Tabel. 3.1
Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi Daerah
Kemampuan
Desentralisasi
Rasio Derajat
Desentralisasi (%)
Sangat Baik >50%
Baik 25-50
Kurang Baik 10-25
Tidak Baik <10
Sumber : Halim, 2007 dalam Sundari dan Supratiningrum (2015)
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5. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Menurut Mahmudi (2011: 170) Rasio efektivitas pendapatan dihitung
dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan
pendapatan yang dianggarkan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :
Rasio Efektivitas PAD = Realisasi Penerimaan PAD x 100%
Target Penerimaan PAD
Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi
penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai
efektivitas pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut :
Tabel. 3.2
Kriteria Penilaian Efektivitas PAD
Kriteria Efektivitas Rasio Efektivitas
Sangat Efektif >100%
Efektif 100%
Cukup efektif 90%-99%
Kurang efektif 75%-89%
Tidak efektif <75%
Sumber : Mahmudi (2011: 171)
3.6.2.Analisis Kinerja Belanja Daerah
1. Analisis Varians Belanja
Menurut Mahmudi (2007: 143) dalam hal belanja terdapat ketentuan bahwa
angaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan
pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila
realisasi belanja tidak melibihi dari yang dianggarkan. Analisis varians merupakan
analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran.
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Varians Belanja = Anggaran Belanja-Realisasi Belanja
2. Analisis Keserasian Belanja  :
Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan
antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi,
alokasi, dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka
pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja (Mahmudi, 2007: 148).
Menurut Mahsun dalam Gamini, et. al (2017) Analisis keserasian belanja
dikategorikan, sebagai berikut :
Tabel 3.3
Kriteria Penilaian Keserasian Belanja
Sumber: Mahsun, 2006 dalam Gramini, et. al (2017)
a. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Balanja
Menurut Mahmudi (2007: 150) Analisis Belanja Operasi terhadap Total
Balanja merupakan perbandingan antara total operasi dengan total belanja daerah.
Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai posisi belanja
daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan
belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga
belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin
Kriteria Keserasian Belanja Rasio Keserasian
Tidak Serasi 0%-20%
Kurang Serasi >20%-40%
Cukup Serasi >40%-60%
Serasi >60%-80%
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atau berulang. Mahsun, 2006 dalam Gramini, et. al (2017) menyebutkan bahwa
Rasio belanja operasi dapat dihitung dengan rumus :
RBOTB = Rasio Belanja Operasi x 100%
Total Belanja Daerah
b. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja
Menurut Mahmudi (2007: 150) Analisis Belanja Modal terhadap Total
Belanja merupakan perbandinagan antara total realisasi belanja modal dengan
total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui
porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja
modal pada tahun anggaran bersangkutan. Berbeda dengan belanja operasi yang
bersifat jangka pendek dan rutin, pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat
ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang.  Mahsun, 2006
dalam Gramini, et. al (2017) Rasio belaja modal terhadap total belanja dapat
dirumuskan:
RBMTB = Realisasi Belanja Modal x 100%
Total Belanja Daerah
3. Rasio Efisiensi Belanja
Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja
dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur
tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.angka yang dihasilkan
dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tapi relatif. Artinya tidak ada standart
baku yang dianggap baik untuk rasio ini, hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini
belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu.
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Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio
efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasi telah
terjadi pemborosan anggaran (Mahmudi, 2007: 152). Rasio belanja dapat
dirumuskan sebagai berikut :
Rasio Efisiensi Belanja = Realisasi Belanja x 100%
Anggaran Belanja
Tabel 3.4
Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah
Kriteria Efisiensi Rasio Efisiensi
Efisiensi < 100%
Efisiensi Berimbang =100%
Tidak Efisien >100%
Sumber : Mahsun (2009: 187) dalam Rahmayati (2016)
BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Penelitian
Senin, 10 Maret 2017 sebelum melakukan penelitian, peneliti datang ke
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)
Kabupaten Sukoharjo dengan membawa surat ijin permohonan pelaksanaan
penelitian dari kampus untuk meminta ijin melakukan penelitian di Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. Setelah mendapat surat ijin
diperbolehkan melakukan penelitian  di BKD Kabupaten Sukoharjo peneliti harus
menyerahkan surat tembusan kepada Kepala BKD Kabupaten Sukoharjo, Kepala
BAPPELBANGDA Kabupaten Sukoharjo, dan Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Sukoharjo.
Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang didapat berupa data sekunder
yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sukoharjo. Selasa, 15
Maret 2017 peneliti datang ke BKD Kabupaten Sukoharjo dengan membawa surat
ijin penelitian dari DPM-PTSP Kabupaten Sukoharjo. Pertama datang ke ruang
sekretariat di BKD Kabupaten Sukoharjo untuk menjelaskan tujuan ingin
meminta data laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2011-2015. Kemudian
dari ruang sekretariat kebidang anggaran untuk meminta data yang diperlukan
penulis untuk penelian, dan data yang dibutuhkan yaitu data Laporan Realisasi
Anggaran Tahun Anggaran 2011-2015.
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4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data
4.2.1.Analisis Kinerja Pendapatan
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal,
pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang
lebih besar. Perhatian terhadap manajemen pendapatan dan analisis pendapatan
daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah.
1. Analisis Varian Pendapatan
Analisis Varian Belanja dapat digambarkan sebagai kemampuan suatu
pemerintah dalam merealisasikan pendapatan, tanpa melebihi jumlah yang
dianggarkan. Hasil dari perhitungan varian pendapatan daerah :
Tabel 4.1
Perhitungan Varian Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2011-2015
Tahun
Anggaran Realisasi Varian/ Presentase
(Rp) (Rp) Selisih (Rp) (%)
2011 994.435.446.000,00 1.015.438.257.161,00 21.002.811.161,00 102,11
2012 1.183.658.387.000,00 1.217.485.978.304,00 33.827.591.304,00 102,86
2013 1.341.990.798.000,00 1.365.641.177.393,00 23.650.379.393,00 101,76
2014 1.516.292.763.000,00 1.570.745.025.149,00 54.452.262.149,00 103,59
2015 1.714.168.309.000,00 1.788.144.383.206,00 73.976.074.206,00 104,32
RATA-RATA 41.381.823.642,60 102,93
Sumber : BKD Kabupaten Sukoharjo (diolah : 2017) dan Mahmudi (2011:162)
Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa varian pendapatan daerah
Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan memiliki rata-rata 102,93 persen atau
sebesar Rp. 41.381.823.642,60 yang memiliki selisih positif, artinya kinerja
pendapatan daerah baik. Menurut pendapat Mahmudi (2007: 123) Pemerintah
daerah dikatakan memiliki kinerja baik apabila mampu memperoleh pendapatan
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yang melebihi jumlah yang dianggarkan, begitu sebaliknya apabila realisasi
pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal tersebut dinilai kurang
baik.
Dilihat dari Tahun 2011 sampai tahun 2015 realisasi pendapatan dapat
dicapai oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hal ini menunjukkan bahwa
kinerja pendapatan Kabupaten Sukoharjo sudah mampu merealisasikan anggaran
pendapatan.
2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan
Analisis Pertumbuhan Pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah
pemerintah daerah dalam tahun anggaran atau selama beberapa periode anggaran,
kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah
negatif. Berikut hasil dari perhitungan pertumbahan pendapatan :
Tabel 4.2
Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2011-2015
Tahun Pendapatan Asli Pertumbuhan Total Pendapatan Pertumbuhan
Daerah (PAD) (%) Daerah (TPD) (%)
(Rp) (Rp)
2011 96.166.806.526,00 1.015.438.257.161,00
2012 164.954.318.824,00 71,53 1.217.485.978.304,00 19,90
2013 192.971.720.442,00 16,98 1.365.641.177.393,00 12,17
2014 264.814.413.083,00 37,23 1.570.745.025.149,00 15,02
2015 317.985.510.755,00 20,08 1.788.144.383.206,00 13,84
Sumber : BKD Kabupaten Sukoharjo (diolah : 2017) dan Mahmudi (2011:162)
Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat pertumbuhan pendapatan di Kabupaten
Sukoharjo tahun anggaran 2011-2015 mengalami pertumbuhan positif.
Pertumbuhan PAD pada tahun 2012 sebesar 71,53 persen dan pertumbuhan TPD
sebesar 19,90 persen. Pada tahun 2013 pertumbuhan PAD sebesar 16,98 persen
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dan 12,17 persen untuk pertumbuhan TPD. Tahun 2014 pertumbuhan PAD
sebesar 37,23 persen dan pertumbuhan TPD sebesar 15,02 persen. Kemudian
tahun 2015 untuk pertumbuhan PAD sebesar 20,08% dan pertumbuhan TPD
sebesar 13,84 persen.
3. Rasio Derajat Desentralisasi
Rasio Derajat Desentralisasi menjukkan derajat kontribusi PAD suatu
daerah terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka
semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan
desentralisasi (Mahmudi, 2007: 128).
Tabel 4.3
Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi Daerah
Kemampuan
Desentralisasi
Rasio Derajat
Desentralisasi
(%)
Sangat Baik >50%
Baik 25-50
Kurang Baik 10-25
Tidak Baik <10
Sumber : Halim, 2007 dalam Sundari dan Supratiningrum (2015)
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Tabel 4.4
Perhitungan Derajat Desentralisasi Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2015
Tahun Pendapatan Total Rasio
(%) KinerjaAsli Daerah (Rp) Pendapatan Daerah(Rp)
2011 96.166.806.526,00 1.015.438.257.161,00 9,47 Tidak Baik
2012 164.954.318.824,00 1.217.485.978.304,00 13,55
Kurang Baik
2013 192.971.720.442,00 1.365.641.177.393,00 14,13
Kurang Baik
2014 264.814.413.083,00 1.570.745.025.149,00 16,86
Kurang Baik
2015 317.985.510.755,00 1.788.144.383.206,00 17,78
Kurang Baik
Rata-Rata 14,36 Kurang Baik
Sumber : BKD Kabupaten Sukoharjo (diolah : 2017) dan Halim, 2007 dalam
Sundari dan Supratiningrum (2015)
Berdasarkan tabel 4.4 perhitungan derajat desentralisasi daerah Kabupaten
Sukoharjo dari tahun 2011 sampai tahun 2015 derajat desentralisasi terus
mengalami peningkatan. Tahun 2011 sebesar 9,47 persen, tahun 2012 sebesar
13,55 persen, tahun 2013 sebesar 14,13 persen, tahun 2014 sebesar 16,86 persen,
dan pada tahun 2015 sebesar 17,78%.
Meski mengalami peningkatan, namun secara keseluruhan derajat
desentralisasi daerah Kabupaten Sukoharjo memiliki rata-rata sebesar 14,36
persen, artinya kemampuan daerah Kabupaten Sukoharjo dalam meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan masih dinilai kurang baik
(Halim, 2007 dalam Sundari dan Supratiningrum)
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4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah
dalam merealisasikan penerimaan PAD sesuai dengan yang dianggarkan atau
ditargetkan.
Tabel 4.5
Kriteria Penilaian Efektivitas PAD
Kriteria Efektivitas Rasio Efektivitas
Sangat Efektif >100%
Efektif 100%
Cukup efektif 90%-99%
Kurang efektif 75%-89%
Tidak efektif <75%
Sumber : Mahmudi (2011: 171)
Hasil perhitungan rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat
dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.6
Perhitungan Tingkat Efektivitas PAD Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2011-2015
Tahun Anggaran Realisasi Presentase Kinerja
Pendapatan Asli Daerah Pendapatan AsliDaerah (%)
2011 89.282.964.000,00 96.166.806.526,00 107,71 Sangat Efektif
2012 141.669.442.000,00 164.954.318.824,00 116,44 Sangat Efektif
2013 170.463.178.000,00 192.971.720.442,00 113,20 Sangat Efektif
2014 215.572.800.000,00 264.814.413.083,00 122,84 Sangat Efektif
2015 264.982.258.000,00 317.985.510.755,00 120,00 Sangat Efektif
Rata-Rata 116,04 Sangat Efektif
Sumber : BKD Kabupaten Sukoharjo (diolah : 2017) dan Mahmudi (2011: 162)
Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa rasio efektivitas Kabupaten
Sukoharjo pada tahun 2011 sebesar 107,71 persen pada tahun 2012 mengalami
peningkatan sebesar 8,73 persen menjadi 116,44 persen, tahun 2013 mengalami
penurunan sebesar 3,24 persen menjadi 113,20 persen, kemudian tahun 2014
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kembali mengalami peningkatan sebesar 9,64 persen menjadi 122,84 persen, dan
mengalami penurunan 2,84% pada tahun 2015 menjadi 120,00%. Rata-rata rasio
efektivitas PAD lebih dari 100%, berarti kemampuan daerah dalam menjalankan
tugas dikategorikan sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam
memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang telah dianggarkan.
4.2.2.Analisis Kinerja Belanja
Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi
apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien,
dan efektif. Dan sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi
anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak
tepat sasaran (Mahmudi, 2007: 142).
1. Analisis Varian Belanja
Analisis varian belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih
antara realisasi belanja dengan anggaran. Hasil perhitungan analisis varians
belanja daerah Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.7
PerhitunganVarian Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2011-2015
Sumber : BKD Kabupaten Sukoharjo (diolah : 2017) dan Mahmudi (2007: 143)
Tahun Anggaran Realisasi Varian/Selisih Presentase(Rp) (Rp) (Rp) (%)
2011 1.069.434.968.904,00 969.298.855.931,00 100.136.112.973,00 90,64
2012 1.291.393.958.602,00 1.196.799.260.947,00 94.594.697.655,00 92,67
2013 1.465.782.091.000,00 1.281.648.110.545,00 184.133.980.455,00 87,44
2014 1.709.444.570.000,00 1.526.637.448.160,00 182.807.121.840,00 89,31
2015 1.931.652.945.000,00 1.639.493.526.518,00 292.159.418.482,00 84,88
RATA-RATA 170.766.266.281,00 88,99
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Kinerja belanja pemerintah daerah akan dinilai baik, apabila realisasi
belanja tidak melebihi jumlah yang dianggarkan (Mahmudi, 2007: 143).
Berdasarkan tabel 4.7 dilihat dari analisis varian belanja daerah, tahun 2011
pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo menggunakan 90,64 persen dari jumlah
yang dianggarkan, tahun 2012 menggunakan 92,67 persen dari jumlah yang
dianggarkan, tahun 2013 menggunakan 87,44 persen dari jumlah yang
dianggarkan, kemudian tahun 2014 menggunakan 89,31 persen dari jumlah yang
dianggarkan, dan pada tahun 2015 menggunakan 84,88 persen dari jumlah yang
dianggarkan.
2. Analisis Keserasian Belanja
Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan
antar belanja, serta bagaimana pemerintah memprioritaskan alokasi dana pada
belanja secara optimal.
a. Belanja Operasi terhadap Total Belanja
Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan
antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Belanja operasi
merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun
anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal
tertentu sifatnya rutin atau berulang. Menurut Mahmudi (2007: 150) pemerintah
daerah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi
lebih tinggi dibanding pemerintah daerah dengan tingkat pendapatannya rendah.
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Tabel 4.8
Kriteria Penilaian Keserasian Belanja
Sumber: Mahsun, 2006 dalam Gramini, et. al (2017)
Hasil perhitungan belanja operasi terhadap total belanja pemerintah
kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.9
Perhitungan Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2015
Tahun
Total Belanja
Belanja Operasi
Rasio Belanja
Operasi Rasio
KeserasianDaerah
Terhadap
Total Belanja
Daerah
2011 969.298.855.931,00 868.588.001.710,00 89,61 Sangat Serasi
2012 1.196.799.260.947,00 962.478.090.460,00 80,42 Sangat Serasi
2013 1.281.648.110.545,00 1.068.994.107.655,00 83,41 Sangat Serasi
2014 1.526.637.448.160,00 1.328.394.994.250,00 87,01 Sangat Serasi
2015 1.639.493.526.518,00 1.253.692.412.298,00 76,47 Serasi
Rata-Rata 83,38 Sangat Serasi
Sumber : BKD Kabupaten Sukoharjo (diolah : 2017) dan Mahsun, 2006 dalam
Gramini, et. al (2017)
Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat pada tahun 2011 sebesar 89,61 persen
digunakan untuk belanja operasi dari total belanja daerah, tahun 2012 pemerintah
menggunakan 80,42 persen total belanja daerah untuk belanja operasi, tahun 2013
sebesar 83,41 persen dari total belanja daerah digunakan untuk belanja operasi,
kemudian tahun 2014 sebesar 87,01 persen digunakan untuk belanja operasi dari
Kriteria Keserasian Belanja Rasio Keserasian
Tidak Serasi 0%-20%
Kurang Serasi >20%-40%
Cukup Serasi >40%-60%
Serasi >60%-80%
Sangat serasi >80%-100%
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total belanja daerah, dan tahun 2015 sebesar 76,47 persen dari total balanja daerah
digunakan untuk belanja operasi.
Dari keseluruhan belanja operasi terhadap total belanja memiliki rata-rata
sebesar 83,38% dari total belanja dan digunakan untuk belanja operasi, meliputi :
belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan
belanja bantuan sosial. Menurut Mahsun dalam Gramini, et. all (2011) hasil
83,38% dapat dikategorikan sangat serasi.
b. Belanja Modal terhadap Total Belanja
Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan
antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Menurut Mahsun
(2007: 150) berbeda dengan belanja operasi yang besifat jangka pendek dan rutin,
pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat
jangka menengah dan panjang. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan
daerah rendah justru memiliki tingkat belanja modal yang lebih tinggi
dibandingkan dengan pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi.
Tabel 4.10
Perhitungan Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2015
Tahun
Total Belanja Belanja Modal Rasio Belanja
Kinerja
Daerah (Rp) Modal Terhadap
(Rp) Total BelanjaDaerah
(%)
2011 969.298.855.931,00 97.153.874.221,00 10,02 Tidak Serasi
2012 1.196.799.260.947,00 233.723.888.487,00 19,53 Tidak Serasi
2013 1.281.648.110.545,00 209.691.364.140,00 16,36 Tidak Serasi
2014 1.526.637.448.160,00 197.957.953.910,00 12,97 Tidak Serasi
2015 1.639.493.526.518,00 265.948.514.720,00 16,22 Tidak Serasi
Rata-Rata 15,02 Tidak Serasi
Sumber : BKD Kabupaten Sukoharjo (diolah : 2017) dan Mahsun, 2006 dalam
Gramini, et. al (2017)
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Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa keseluruhan rata-rata belanja
modal terhadap total belanja daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2011-2015
memiliki rata-rata sebesar 15,02 persen, artinya kinerja belanja modal dapat
dikategorikan tidak serasi. Pemerintah daerah menggunakan 15,02 persen dari
total belanja daerah untuk belanja modal, yang meliputi : belanja tanah, belanja
peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan
jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya.
3. Rasio Efisiensi Belanja
Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja
dengan anggaran belanja. Menurut Mahmudi (2007: 152) Rasio ini digunakan
untuk mengukur tingkat pengehematan anggaran yang dilakukan pemerintah.
Angka yang dihasilkan dari rasio ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif.
Tabel 4.11
Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah
Kriteria Efisiensi Rasio Efisiensi
Efisiensi < 100%
Efisiensi Berimbang =100%
Tidak Efisien >100%
Sumber : Mahsun (2009: 187) dalam Rahmayati (2016)
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Tabel 4.12
Perhitungan Tingkat Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2011-2015
Tahun
Anggaran Realisasi Rasio
Kinerja(RP) (RP) Efisiensi(%)
2011 1.069.434.968.904,00 969.298.855.931,00 90,64 Efisien
2012 1.291.393.958.602,00 1.196.799.260.947,00 92,67 Efisien
2013 1.465.782.091.000,00 1.281.648.110.545,00 87,44 Efisien
2014 1.709.444.570.000,00 1.526.637.448.160,00 89,31 Efisien
2015 1.931.652.945.000,00 1.639.493.526.518,00 84,88 Efisien
RATA-RATA 88,99 Efisien
Sumber : BKD Kabupaten Sukoharjo (diolah : 2017) dan Mahsun (2009: 187)
dalam Rahmayati (2016)
Berdasarkan tabel 4.12 tingkat efisiensi belanja daerah Kabupaten
Sukoharjo tahun 2011 menggunakan 90,64% dari total anggaran belanja yang
telah ditetapkan untuk belanja daerah. Tahun 2012 sebesar 92,67% dari total
anggaran belanja digunakan untuk belanja daerah, hal ini meningkat 2,03%.
Tahun 2013 menggunakan 87,44% dari total anggaran belanja daerah untuk
belanja daerah, menurun 5,23% dari tahun sebelumnya. Tahun 2014 kembali
meningkat 1,87% menjadi 89,31% yang digunakan untuk belanja daerah. Dan
pada tahun 2015 menurun sebesar 4,43% menjadi 84,88%.
Dari keseluruhan rata-rata belanja daerah dapat dikategorikan efisien, hal ini
berarti kinerja pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2011-2015 telah
melakukan efisiensi belanja atau tidak terjadi pemborosan anggaran dalam
penggunaan anggaran.
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4.2.3. Analisis Kesesuaian Penyajian LRA BKD Kabupaten Sukoharjo Terhadap PSAP 02
Analisis atas penyajian laporan keuangan pada BKD Kabupaten Sukoharjo disajikan dalam bentuk tabel antara
perbandingan antara Peraturan Pemerintan Nomor 71 Tahun 2010 berbasis akrual dengan Laporan Keuangan BKD Kabupaten
Sukoharjo.
Tabel 4.13
Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sukoharjo
No. Unsur PSAP 02
PP 71 Tahun 2010
Laporan Keuangan
BKD Kabupaten Sukoharjo
Sesuai Tidak
Sesuai
1. Penyajian informasi
mengenai
realisasi pendapatan-
LRA, belanja, transfer,
surplus/defisit-LRA,
dan pembiayaan dari
suatu entitas pelaporan.
Paragraf 09
Laporan Realisasi Anggaran
menyediakan informasi mengenai
realisasi pendapatan-LRA,
belanja, transfer, surplus/defisit-
LRA, dan pembiayaan dari suatu
entitas pelaporan yang masing-
masing  diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.
Dalam Laporan Keuangan
khususnya Laporan Realisasi
Anggaran BKD Kabupaten
Sukoharjo menyajikan informasi
berupa realisasi pendapatan-LRA,
belanja, transfer, surplus/defisit-
LRA dan pembiayaan, masing-
masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.

tabel berlanjut….
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lanjutan tabel 4.13…
tabel berlanjut….
No. Unsur PSAP 02
PP 71 Tahun 2010
Laporan Keuangan
BKD Kabupaten Sukoharjo
Sesuai Tidak
Sesuai
2. Penyajian informasi
nama entitas, cakupan
entitas, periode yang
dicakup, mata uang
pelaporan, dan satuan
angka yang digunakan.
Paragraf 10
Laporan Realisasi Anggaran harus
diidentifikasikan
secara jelas, dan diulang pada
setiap halaman laporan, jika
dianggap perlu,
informasi berikut:
a. Nama entitas pelaporan atau
sarana identifikasi lainnya;
b. Cakupan entitas pelaporan;
c. Periode yang dicakup;
d. Mata uang pelaporan; dan
e. Satuan angka yang digunakan.
LRA BKD Kabupaten Sukoharjo
terdapat informasi berupa :
a. Nama entitas pelaporan
(SKPD-SKPD yang terdapat di
Kabupaten Sukoharjo);
b. Cakupan entitas pelaporan;
c. Periode yang dicakup;
d. Mata uang pelaporan; dan
e. Satuan angka yang digunakan.

3. Periode Pelaporan Paragraf 11
Laporan Realisasi Anggaran
disajikan sekurang-kurangnya
sekali dalam setahun.
LRA BKD Kabupaten Sukoharjo
disajikan sekali dalam setahun.

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lanjutan tabel 4.13…
No. Unsur PSAP 02
PP 71 Tahun 2010
Laporan Keuangan
BKD Kabupaten Sukoharjo
Sesuai Tidak
Sesuai
4. Penyajian pos-pos
dalam Laporan
Realisasi Anggaran
Paragraf 14
Laporan Realisasi Anggaran
sekurang-kurangnya mencakup
pos-pos sebagai berikut:
a. Pendapatan-LRA;
b. Belanja;
c. Transfer;
d. Surplus/defisit-LRA;
e. Penerimaan pembiayaan;
f. Pengeluaran pembiayaan;
g. Pembiayaan neto; dan
h. Sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran (SiLPA / SiKPA).
Pos-pos yang disajikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran BKD
Kabupaten Sukoharjo meliputi :
a. Pendapatan;
b. Belanja;
c. Transfer;
d. Surplus/defisit Laporan
Realisasi Anggaran;
e. Penerimaan pembiayaan
f. Pengeluaran pembiayaan
g. Pembiayaan neto; dan
h. Sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran (SiLPA/SiKPA)

5. Penyajian Klasifikasi
Pendapatan
Paragraf 17
Entitas pelaporan menyajikan
klasifikasi pendapatan menurut
jenis pendapatan-LRA dalam
Laporan Realisasi Anggaran, dan
rincian lebih lanjut jenis
pendapatan disajikan pada Catatan
atas Laporan Keuangan.
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
dalam menyajikan  Laporan
Realisasi Anggaran hanya
klasifikasi pendapatan menurut
jenis pendapatan-LRA, dan rincian
lebih lanjut jenis pendapatan
disajikan pada Catatan atas Laporan
Keuangan.

tabel berlanjut…
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No. Unsur PSAP 02
PP 71 Tahun 2010
Laporan Keuangan
BKD Kabupaten Sukoharjo
Sesuai Tidak
Sesuai
6. Penyajian Klasifikasi
Belanja
Paragraf 18
Entitas pelaporan menyajikan
klasifikasi belanja menurut jenis
belanja dalam  Laporan Realisasi
Anggaran. Klasifikasi belanja
menurut organisasi disajikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran atau di
Catatan atas Laporan Keuangan.
Klasifikasi belanja menurut fungsi
disajikan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.
Penyajian klasifikasi belanja dalam
LRA BKD Kabuapten Sukoharjo
hanya menurut jenis belanja dalam
dan rician lebih lanjut jenis belanja
disajikan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

7. Penyajian Transfer
Masuk
Paragraf 24
Transfer masuk adalah penerimaan
uang dari entitas pelaporan lain,
misalnya penerimaan dana
perimbangan dari pemerintah pusat
dan dana bagi hasil dari pemerintah
provinsi.
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
mengelompokkan pendapatan
transfer meliputi :
a. Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan
b. Transfer Pemerintah Pusat-
lainnya
c. Transfer Pemerintah
Provinsi

tabel berlanjut…
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No. Unsur PSAP 02
PP 71 Tahun 2010
Laporan Keuangan
BKD Kabupaten Sukoharjo
Sesuai Tidak
Sesuai
8. Penyajian Belanja
Operasi
Paragraf 36
Belanja  operasi adalah pengeluaran
anggaran untuk kegiatan sehari-hari
pemerintah pusat/daerah yang
memberi manfaat jangka pendek.
Belanja operasi  antara lain meliputi
belanja pegawai, belanja barang,
bunga, subsidi, hibah, bantuan
sosial.
Dalam Laporan Keuangan BKD
Kabupaten Sukoharjo belanja
operasi terdiri dari belanja pegawai,
belanja barang/jasa, belanja bunga,
belanja hibah, bantuan sosial dan
bantuan keuangan.

9. Penyajian Belanja
Modal
Paragraf 37
Belanja modal adalah pengeluaran
anggaran untuk perolehan aset  tetap
dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode
akuntansi. Belanja modal meliputi
antara lain belanja modal untuk
perolehan tanah, gedung dan
bangunan, peralatan, aset tak
berwujud.
Dalam Laporan Keuangan BKD
Kabupaten Sukoharjo belanja
modal meliputi : belanja tanah,
peralatan & mesin, belanja gedung
& bangunan, belanja Irigasi &
jaringan, belanja aset tetap lainnya,
dan belanja aset lainnya.

tabel berlanjut…
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No. Unsur PSAP 02
PP 71 Tahun 2010
Laporan Keuangan
BKD Kabupaten Sukoharjo
Sesuai Tidak
Sesuai
10. Penyajian Belanja
lain-lain/tak terduga
Paragraf 38
Belanja lain-lain/tak terduga adalah
pengeluaran anggaran untuk
kegiatan yang sifatnya tidak biasa
dan tidak diharapkan berulang
seperti penanggulangan bencana
alam, bencana sosial, dan
pengeluaran tidak terduga lainnya
yang sangat diperlukan dalam
rangka penyelenggaraan
kewenangan pemerintah
pusat/daerah.
Dalam Laporan Keuangan BKD
Kabupaten Sukoharjo, belanja lain-
lain/tak terduga adalah pengeluaran
anggaran untuk kegiatan yang
sifatnya tidak biasa/tidak berulang
misalnya : penanggulangan
bencana alam, bantuan sosial, dan
pengeluaran tak terduga lainnya.

11. Penyajian
klasifikasi
pembiayaan
Paragraf 50
Penerimaan pembiayaan antara lain
dapat berasal dari pinjaman dan
hasil divestasi
Penerimaan pembiayaan Kabupaten
Sukoharjo berasal dari penggunaan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SiLPA), pinjaman, dan hasil
investasi.

tabel berlanjut…
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No. Unsur PSAP 02
PP 71 Tahun 2010
Laporan Keuangan
BKD Kabupaten Sukoharjo
Sesuai Tidak
Sesuai
12. Dana Cadangan Paragraf 54
Pencairan Dana Cadangan
mengurangi Dana Cadangan yang
bersangkutan.
Paragraf 57
Pembentukan Dana Cadangan
menambah Dana Cadangan yang
bersangkutan.
Dalam Laporan Keuangan
Kabupaten Sukoharjo tidak terjadi
pencairan dan pembentukan dana
cadangan.

13. Penyajian
Pengeluaran
Pembiayaan
Paragraf 55
Pengeluaran pembiayaan adalah
semua pengeluaran Rekening Kas
Umum Negara/Daerah antara lain
pemberian pinjaman kepada pihak
ketiga, penyertaan modal
pemerintah, pembayaran kembali
pokok pinjaman dalam periode
tahun anggaran tertentu, dan
pembentukan dana cadangan.
Pengeluaran Pembiayaan
Kabupaten Sukoharjo digunakan
untuk penyertaan modal dan
pembayaran pokok utang.

tabel berlanjut…
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No. Unsur PSAP 02
PP 71 Tahun 2010
Laporan Keuangan
BKD Kabupaten Sukoharjo
Sesuai Tidak
Sesuai
14. Penyajian sisa
lebih/kurang
pembiayaan
anggaran
Paragraf 60
SiLPA/SiKPA adalah selisih
lebih/kurang antara realisasi
penerimaan dan pengeluaran selama
satu periode pelaporan.
Paragraf 61
Selisih lebih/kurang antara realisasi
pendapatan-LRA dan Belanja, serta
penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan selama satu periode
pelaporan dicatat dalam pos
SiLPA/SiKPA.
SiLPA pada Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo menunjukkan kelebihan
pendapatan dan penerimaan
pembiayaan dibanding belanja dan
transfer dan pengeluaran
pembiayaan dicatat selama satu
periode pelaporan dalam pos
SiLPA/SiKPA

15. Transaksi Dalam
Mata Uang Asing
Paragraf 63
Transaksi dalam mata uang asing
harus dibukukan dalam
mata uang rupiah dengan menjabarkan
jumlah mata uang asing tersebut
menurut kurs tengah bank sentral pada
tanggal transaksi
Dalam LRA BKD Kabupaten
Sukoharjo pada tahun anggaran
2011-2015 tidak terdapat transaksi
dalam mata uang asing.

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Berdasarkan Tabel 4.13 dapat dilihat kesesuaian penyajian laporan realisasi
anggaran Kabupaten Sukoharjo terhadap PSAP 02 Tahun 2010.  Acuan yang
digunakan dalam melakukan analisis penyajian laporan keuangan BKD
Kabupaten Sukoharjo adalah Peraturan Pemerintan Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP). Basis Akuntansi yang digunakan dalam penyajian
laporan keuangan yaitu basis akrual.
Dilihat dari unsur penyajian informasi mengenai pendapatan-LRA, belanja,
transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. PSAP
02 paragraf  9 dengan  Laporan Keuangan BKD Sukoharjo sudah sesuai, bahwa
LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendaptan-LRA, belanja,
transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang
masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
Dilihat dari unsur penyajian informasi nama entitas, cakupan entitas,
periode yang dicakup, mata uang pelaporan, dan satuan angka yang digunakan.
PSAP 02 paragraf  10 dengan  Laporan Keuangan BKD Sukoharjo sudah sesuai,
bahwa LRA harus diidentifikasikan secara jelas, dan diulang pada setiap halaman
laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut : nama entitas pelaporan atau
sarana identifikasi lainnya, cakupan entitas pelaporan, periode yang dicakup, mata
uang pelaporan, dan satuan angka yang digunakan.
Dilihat dari unsur periode pelaporan, PSAP 02 paragraf  11 dengan  Laporan
Keuangan BKD Sukoharjo sudah sesuai, bahwa LRA disajikan sekurang-
kurangnya sekali dalam setahun. Dilihat dari unsur penyajian pos-pos dalam LRA,
PSAP 02 paragraf  14 dengan  Laporan Keuangan BKD Sukoharjo sudah sesuai,
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bahwa LRA sekurang-kurangnya mencakup pos-pos : pendapatan-LRA, belanja,
transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan,
pembiayaan neto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
Dilihat dari unsur penyajian klasifikasi pendapatan, PSAP 02 paragraf  17
dengan  Laporan Keuangan BKD Sukoharjo sudah sesuai, bahwa entitas
pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA
dalam LRA, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas
Laporan Keuangan.
Dilihat dari unsur penyajian klasifikasi belanja, PSAP 02 paragraf  18
dengan  Laporan Keuangan BKD Sukoharjo sudah sesuai, bahwa entitas
pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA,
klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam LRA, klasifikasi belanja
menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Dilihat dari unsur penyajian transfer masuk, PSAP 02 paragraf  24 dengan
Laporan Keuangan BKD Sukoharjo sudah sesuai, bahwa Transfer masuk adalah
penerimaan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan
dana perimbangan dari pusat dan dana alokasi dari pemerintah provinsi.
Dilihat dari unsur penyajian belanja opperasi, PSAP 02 paragraf  36 dengan
Laporan Keuangan BKD Sukoharjo sudah sesuai, bahwa belanja operasi adalah
pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang
memberi menfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja
pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
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Dilihat dari unsur penyajian belanja modal, PSAP 02 paragraf  37 dengan
Laporan Keuangan BKD Sukoharjo sudah sesuai, bahwa belanja modal adalah
pengeluaran anggaran untuk pemerolehan aset tetap dan aset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara
lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, dan bangunan, peralatan, aset
tak berwujud.
Dilihat dari unsur penyajian belanja lain-lain/tak terduga, PSAP 02 paragraf
38 dengan  Laporan Keuangan BKD Sukoharjo sudah sesuai, bahwa belanja lain-
lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak
biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam,
bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan
dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
Dilihat dari unsur penyajian klasifikasi pembiayaan, PSAP 02 paragraf  50
dengan  Laporan Keuangan BKD Sukoharjo tidak sesuai, bahwa penerimaan
pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi (penjualan
surat berharga yang dimiliki oleh pemerintah). Dilihat dari unsur dana cadangan,
PSAP paragraf 54 dan 57 dengan  Laporan Keuangan BKD Sukoharjo tidak
sesuai, bahwa pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang
bersangkutan dan pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang
bersangkutan.
Dilihat dari unsur penyajian pengeluaran pembiayaan, PSAP paragraf 55
dengan  Laporan Keuangan BKD Sukoharjo sudah sesuai, bahwa pengeluaran
pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara/daerah antara
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lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah,
pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan
pembentukan dana cadangan. Dilihat dari unsur transaksi dalam mata uang asing,
PSAP 63 dengan  Laporan Keuangan BKD Sukoharjo sudah sesuai, bahwa
transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.
Dilihat dari unsur penyajian sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, PSAP
60, dan 61 dengan  Laporan Keuangan BKD Sukoharjo sudah sesuai, bahwa
SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan
pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi
pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Sisa lebih/kurang
pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan
perubahan saldo anggaran lebih.
3.3. Pembahasan
3.3.1.Analisis Kinerja Pendapatan
1. Varian Pendapatan Daerah
Berdasarkan hasil perhitungan varian pendapatan menunjukkan bahwa
tahun 2011 memiliki selisih sebesar Rp.21.002.811.161,00 atau 102,11%. Tahun
2012 memiliki selisih sebesar  Rp.33.827.591.304,00 atau 102,86%. Tahun 2013
memiliki selisih Rp.23.650.379.393,00 atau 101,76%. Tahun 2014 memiliki
selisih Rp.54.452.262.149,00 atau 103,59%. Tahun 2015 memiliki selisih
Rp.73.976.074.206,00 atau 104,32%.
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Hal ini dapat disimpulkan bahwa  analisis varian pendapatan daerah
Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan memiliki rata-rata sebesar
Rp.41.381.823.642,60 atau memiliki selisih positif, yang berarti kinerja
pendapatan daerah baik. Dan dilihat dari tahun 2011 sampai tahun 2015 realisasi
pendapatan dapat dicapai oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hal ini
menunjukkan bahwa kinerja pendapatan Kabupaten Sukoharjo sudah mampu
merealisasikan anggaran pendapatan.
Adapun pos-pos yang digunakan dalam penyusunan pendapatan daerah
meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, lain-lain Pendapatan
Daerah yang sah. PAD Kabupaten Sukoharjo terutama pajak daerah menunjukkan
realisasi lebih besar dari anggaran, hal ini memiliki arti tingkat kesadaran
masyarakat terhadap pajak tinggi dan berdampak positif terhadap pembangunan
daerah.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Saputra, et. all (2016)
menunjukkan hasil dalam kategori baik/positif. Dan hasil dari penelitian
Kusumadewi dan Ilat (2016) juga menunjukkan bahwa analisis varians
pendapatan di Kabupaten Minahasa Utara dalam kategori baik/positif.
Mendukung pendapat Mahmudi (2007: 123) Pemerintah daerah dikatakan
memiliki kinerja baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi
jumlah yang dianggarkan, begitu sebaliknya apabila realisasi pendapatan di bawah
jumlah yang dianggarkan, maka hal tersebut dinilai kurang baik.
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2. Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan pendapatan  dapat dilihat
pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2011-2015
mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan PAD pada tahun 2012 sebesar
71,53% dan pertumbuhan TPD sebesar 19,90%. Pada tahun 2013 pertumbuhan
PAD sebesar 16,98% dan 12,17% untuk pertumbuhan TPD. Tahun 2014
pertumbuhan PAD sebesar 37,23% dan pertumbuhan TPD sebesar 15,02.
Kemudian tahun 2015 untuk pertumbuhan PAD sebesar 20,08% dan pertumbuhan
TPD sebesar 13,84%.
Meskipun dari segi presentase tingkat pertumbuhan pendapatan mengalami
fluktuasi pada PAD bahkan presentase untuk pertumbuhan total pendapatan
daerah cenderung mengalami penurunan, akan tetapi kinerja Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo dalam hal pertumbuhan pendapatan dikatakan positif,
karena setiap tahun anggaran dari tahun 2011-2015 jumlah realisasi pendapatan
daerah baik dari PAD dan TPD mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Penelitian yang dilakukan oleh Saputra, et. all (2016), hasil menunjukkan
pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Jembrana dikatakan pertumbuhannya
positif. Dan hasil penelitian Ropa (2016), hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan
pendapatan di Kabupaten Minahasa Selatan pertumbuhannya positif. Hasil
penelian ini mendukung pendapat  Mahmudi (2007: 124) yang menyatakan bahwa
pertumbuhan pendapatan positif dan kecenderungannya meningkat, sebaliknya
jika terjadi pertumbuhan pendapatan negatif maka hal itu menunjukkan terjadi
penurunan kinerja pendapatan.
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3. Rasio Derajat Desentralisasi
Berdasarkan hasil perhitungan derajat desentralisasi daerah Kabupaten
Sukoharjo dari tahun 2011 sampai tahun 2015 derajat desentralisasi terus
mengalami peningkatan. Tahun 2011 sebesar 9,47%, tahun 2012 meningkat
sebesar 4,08 yaitu 13,55% , tahun 2013 meningkat 0,58% menjadi 14,13%, tahun
2014 meningkat sebesar 2,73% menjadi 16,86%, dan pada tahun 2015 meningkat
sebesar 0,92% menjadi 17,78%.
Meski terus mengalami peningkatan, namun secara keseluruhan derajat
desentralisasi daerah Kabupaten Sukoharjo memiliki rata-rata sebesar 14,36% ini
berarti derajat desentralisasi dinilai kurang baik. Jika kemampuan keuangan
daerah kurang dari 20%, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih dinilai
kurang dalam penyelenggaraan desentralisasi.
Kemampuan pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan masih kurang. Secara
keseluruhan rata-rata derajat desentralisasi di Kabupaten Sukoharjo dari tahun
2011 sampai dengan tahun 2015 sebesar 14,36% yang artinya kontribusi
Pendapatan Asli Daerah dari Total Pendapatan Daerah masih sangat kurang.
Sejalan dengan penelitian Gramini, et. all (2017) menunjukkan hasil bahwa
derajat desentralisasi Kabupaten Morowali dinilai masih rendah. Dan penelitian
Saputra, et. all (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi
di Kabupaten Jembrana dinilai masih sangat kurang. Mahmudi (2007: 128)
menyatakan bahwa kemampuan keuangan untuk membiayai sendiri kegiatan
pemerintah, Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total
91
penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi
kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.
4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas pendapatan asli daerah dapat
diketahui bahwa rasio efektivitas Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2011 sebesar
107,71% pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 8,73% menjadi
116,44%, tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 3,24% menjadi 113,20%,
kemudian tahun 2014 kembali mengalami peningkatan sebesar 9,64% menjadi
122,84%, dan mengalami penurunan 2,84% pada tahun 2015 menjadi 120,00%.
Rata-rata rasio efektivitas PAD lebih dari 100%, berarti kemampuan daerah
dalam menjalankan tugas dikategorikan sangat efektif. Hal ini menggambarkan
kemampuan daerah semakin baik, karena realisasi PAD lebih  tinggi daripada
anggaran/target PAD, akan tetapi pada tiga tahun yaitu tahun 2012, 2013, dan
2015 mengalami penurunan dikarenakan menurunnya realisasi pada beberapa pos-
pos PAD seperti retribusi daerah. Peningkatan setiap tahun  dikarenakan semua
pos-pos PAD realisasi diatas 100%.
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat dikatakan memiliki kinerja yang
baik dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan, untuk tetap
mempertahankan PAD  Pemerintah Daerah harus tetap mengoptimalkan
penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada. Pemerintah Daerah sangat
diperlukan dalam upaya peningkatan PAD guna untuk kelangsungan pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa menghambat kemajuan
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dunia usaha, bahkan sebaliknya dituntut mampu merangsang pertumbuhan
ekonomi daerah.
Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi
pendapatan  daerah terhadap target yang harus dicapai pada periode tertentu.
Dengan adanya target realisasi pendapatan daerah dimaksudkan untuk mendorong
kinerja pemerintah daerah  dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi.
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dien, et.all (2015) menunjukkan
hasil bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung mampu memobilisasi
penerimaan pendapatan asli daerah sesuai yang telah ditargetkan dengan tingkat
efektivitas diatas 100%.
4.3.2.Analisis Kinerja Belanja
1. Analisis Varian Belanja Daerah
Kinerja belanja pemerintah daerah akan dinilai baik, apabila realisasi
belanja tidak melebihi jumlah yang dianggarkan (Mahmudi, 2007: 143).
Berdasarkan hasil perhitungan analisis varian belanja daerah, tahun 2011
pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo menggunakan 90,64% dari jumlah yang
dianggarkan, tahun 2012 menggunakan 92,67% dari jumlah yang dianggarkan,
tahun 2013 menggunakan 87,44% dari jumlah yang dianggarkan, kemudian tahun
2014 menggunakan 89,31% dari jumlah yang dianggarkan, dan pada tahun 2015
menggunakan 84,88% dari jumlah yang dianggarkan.
Secara  keseluruhan Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun memiliki rata-
rata sebesar 88,99%, artinya kinerja pemerintah Kabupaten Sukoharjo dinilai baik.
Dimana tahun 2011-2015 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menggunakan kurang
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dari 100% dari jumlah yang dianggarkan. Namun, dari segi nominal jumlah
realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan, jumlah
tersebut masih relatif kecil dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan sehingga
kinerja masih dinilai baik dan dapat memanfaatkan anggaran belanja tidak
melebihi jumlah yang dianggarkan.
Pada tahun 2015 terjadi selisih yang begitu besar, hal ini dikarenakan
adanya jumlah anggaran yang digunakan untuk pengeluaran belanja tak terduga
lebih tinggi dari realisasinya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gramini, et. all
(2017), yang menunjukkan bahwa Kabupaten Morowali memiliki kinerja belanja
yang baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Katit dan Pinatik (2016) , juga
menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat memiliki kinerja
belanja baik.
2. Rasio Keserasian Belanja Daerah
a. Belanja Operasi terhadap Total Belanja
Berdasarkan perhitungan belanja operasi terhadap total belanja dapat dilihat
pada tahun 2011 sebesar 89,61% digunakan untuk belanja operasi dari total
belanja daerah, tahun 2012 pemerintah menggunakan 80,42% total belanja daerah
untuk belanja operasi, tahun 2013 sebesar 83,41% dari total belanja daerah
digunakan untuk belanja operasi, kemudian tahun 2014 sebesar 87,01% digunakan
untuk belanja operasi dari total belanja daerah, dan tahun 2015 sebesar 76,47%
dari total balanja daerah digunakan untuk belanja operasi.
Dari keseluruhan belanja operasi terhadap total belanja memiliki rata-rata
sebesar 83,38% dari total belanja dan digunakan untuk belanja operasi, meliputi :
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belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan
belanja bantuan sosial.
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gramini, et. all (2017)
menunjukkan bahwa belanja operasi Kabupaten Morowali dinilai serasi.
penelitian Saputra, et. all (2016) menunjukkan belanja operasi di Kabupaten
Jembrana menjukkan hasil serasi. Dan penelitian Katit dan Pinatik (2016)
menunjukkan bahwa belanja operasi Kabupaten Asmat juga dinilai serasi.
Menurut Mahsun dalam Gramini, et. all (2011) hasil 83,38% dapat dikategorikan
sangat serasi.
b. Belanja Modal terhadap Total Belanja
Berdasarkan hasil perhitungan belanja modal terhadap total belanja dapat
dilihat bahwa keseluruhan rata-rata belanja modal terhadap total belanja daerah
Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2011-2015 memiliki rata-rata sebesar 15,02%,
artinya kinerja belanja modal dapat dikategorikan tidak serasi. Pemerintah daerah
menggunakan 15,02% dari total belanja daerah untuk belanja modal, yang
meliputi : belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan
bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan
belanja aset lainnya.
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gramini, et. all (2017) hasil
menunjukkan bahwa belanja modal di Kabupaten Morowali dinilai kurang serasi.
Penelitian Saputra, et. all (2016) menunjukkan bahwabelanja modal  di Kabupaten
Jembrana dinilai tidak serasi. Penelitian Palilingan, et. all (2015) hasil
menunjukkan bahwa tahun 2010-2012 pada Dinas Pendapatan Kota Manado
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sebesar 17,4% dari total belanja digunakan untuk belanja modal. Hal ini
mendukung  pendapat Mahsun dalam Gramini (2017) jika nilai keserasian
berkisar antara 0%-20%, artinya tidak serasi.
Dari uraian dan perhitungan rasio belanja operasi dan rasio belanja modal,
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih memprioritaskan belanja operasi untuk
menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja
perangkat daerah dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi
tanggungjawabnya.
3. Rasio Efisiensi Belanja
Berdasarkan tabel perhitungan tingkat efisiensi belanja daerah Kabupaten
Sukoharjo tahun 2011 menggunakan 90,64% dari total anggaran belanja yang
telah ditetapkan untuk belanja daerah. Tahun 2012 sebesar 92,67% dari total
anggaran belanja digunakan untuk belanja daerah, hal ini meningkat 2,03%.
Tahun 2013 menggunakan 87,44% dari total anggaran belanja daerah untuk
belanja daerah, menurun 5,23% dari tahun sebelumnya. tahun 2014 kembali
meningkat 1,87% menjadi 89,31% yang digunakan untuk belanja daerah. Dan
pada tahun 2015 menurun sebesar 4,43% menjadi 84,88%.
Dari keseluruhan rata-rata belanja daerah dapat dikategorikan efisien, hal ini
berarti kinerja pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2011-2015 telah
melakukan efisiensi belanja atau tidak terjadi pemborosan anggaran dalam
penggunaan anggaran. Sejalan dengan penelitian Gramini, et. all (2017) juga
menunjukkan hasil kinerja belanja pada Kabupaten Morowali efisien. Penelitian
Kusumadewi dan Ilat (2016) menunjukkan bahwa kinerja belanja pada Kabupaten
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Minahasa Utara  efisien. Dan Penelitian Tulangouw dan Runtu (2016) kinerja
belanja di Kabupaten Minahasa menunjukkan hasil efisien.
4.3.3.Analisis Kesesuaian Penyajian Laporan Realisasi Anggaran BKD Kabupaten
Sukoharjo Terhadap PSAP 02 PP 71 Tahun 2010
Terdapat 17 paragraf yang digunakan penulis untuk menyesuaikan laporan
realisasi anggaran. Dari 17 paragraf tersebut, terdapat 3 aspek yang tidak sesuai
dengan paragraf  yang terdapat di PSAP 02 PP 71 Tahun 2010, aspek-aspek yang
tidak sesuai yaitu paragraf 50 menjelaskan tentang penerimaan pembiayaan antara
lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi (penjualan surat berharga yang
dimiliki oleh pemerintah), tetapi dalam Lapotan Keuangan BKD Kabupaten
Sukoharjo penerimaan pembiayaan Kabupaten Sukoharjo berasal dari penggunaan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), pinjaman, dan hasil investasi.
Paragraf 54 menjelaskan tentang pencairan dana cadangan mengurangi dana
cadangan yang bersangkutan dan paragraf 57 menjelaskan tentang pembentukan
dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan, tetapi dalam
Laporan Keuangan Kabupaten Sukoharjo tidak terjadi pencairan dan
pembentukan dana cadangan.
Keempat belas paragraf lainnya yaitu yang dijelaskan oleh paragraf 09,
paragraf 10, paragraf 11, paragraf  14, paragraf 17, paragraf 18, paragraf 24,
paragraf 36, paragraf 37, paragraf 38, paragraf 55, paragraf 60, paragraf 61, dan
paragraf 63, menunjukkan kesesuaian antara laporan keuangan BKD Kabupaten
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Sukoharjo dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
dengan basis akrual.
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BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan
sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :
1. Berdasarkan hasil analisis Varian Pendapatan  Daerah tahun anggaran 2011-
2015 Kabupaten Sukoharjo dapat dikategorikan baik. Hal ini menunjukkan
bahwa kinerja pendapatan Kabupaten Sukoharjo sudah mampu
merealisasikan anggaran pendapatan.
2. Berdasarkan hasil analisis Pertumbuhan Pendapatan  dapat dilihat
pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2011-
2015 mengalami pertumbuhan positif, karena  pemerintah mampu
mempertahankan/meningkatkan target pencapaian pendapatan dari tahun
sebelumnya.
3. Berdasarkan hasil analisis Rasio Derajat Desentralisasi meski terus
mengalami peningkatan, namun secara keseluruhan derajat desentralisasi
daerah Kabupaten Sukoharjo memiliki rata-rata sebesar 14,36% ini berarti
derajat desentralisasi masih dinilai kurang baik.
4. Berdasarkan hasil analisis Efektivitas PAD secara keseluruhan rata-rata
dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo sangat
efektif dalam mengelola pendapatan asli daerahnya karena nilai rasio
efektivitas sebesar 116,04%.
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5. Berdasarkan analisis Varian Belanja secara keseluruhan selama lima tahun
Kabupaten Sukoharjo memiliki rata-rata sebesar 88,99%, artinya kinerja
pemerintah Kabupaten Sukoharjo dinilai baik. Dimana tahun 2011-2015
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menggunakan kurang dari 100% dari
jumlah yang dianggarkan. Namun, dari segi nominal jumlah realisasi
belanja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan, akan tetapi
jumlah tersebut masih relatif kecil dari jumlah anggaran yang telah
ditetapkan sehingga kinerja masih dinilai baik dan dapat memanfaatkan
anggaran belanja tidak melebihi jumlah yang dianggarkan.
6. Berdasarkan hasil Analisis Keserasian Belanja dari keseluruhan Belanja
Operasi terhadap Total Belanja memiliki rata-rata sebesar 83,38%, artinya
kinerja belanja operasi dapat dikategorikan sangat serasi.
7. Berdasarkan hasil Analisis Keserasian Belanja dari keseluruhan Belanja
Modal terhadap Total Belanja daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun
2011-2015 memiliki rata-rata sebesar 15,02%, artinya kinerja belanja modal
dapat dikategorikan tidak serasi.
8. Berdasarkan analisis Efisiensi Belanja Daerah bahwa keseluruhan rata-rata
belanja daerah dapat dikategorikan efisien, artinya kinerja pemerintah
Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2011-2015 telah melakukan efisiensi
belanja atau tidak terjadi pemborosan anggaran dalam penggunaan
anggaran.
9. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian penyajian LRA Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo, terdapat 17 yang digunakan penulis untuk
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menyesuaikan laporan realisasi anggaran. Teradapat 14 paragraf sudah
sesuai dengan PSAP 02, dan terdapat 3 paragraf belum sesuai yaitu paragraf
50, paragraf 54 dan paragraf 57.
5.2. Saran
Adapun Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian adalah
sebagai berikut :
1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
a. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebaiknya dapat meningkatkan PAD
dengan cara menggali sumber-sumber yang menghasilkan pendapatan
daerah melalui pajak daerah maupun retribusi daerah, revitalisasi pasar,
penyuluhan tentang arti pentingnya retribusi bagi pemerintah, penyuluhan
kepada pemungut pajak untuk lebih intensif dalam pemungutan pendapatan
daerah.
b. Untuk kinerja belanja sebaiknya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat
meningkatkan realisasi belanja pada belanja modal, dan tetap
mengefisiensikan belanja pada belanja operasi.
2. Bagi peneliti selanjutnya :
a. Diharapkan untuk dapat meningkatkan penelitian yang berhubungan dengan
kinerja keuangan pemerintah daerah dan menambah rasio-rasio keuangan
lainnya.
b. Dapat menambahkan periode tahun anggaran, agar lebih akurat.
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Lampiran 2. Jadwal penelitian
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Konsultasi X X X X X X X X
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X X X X
Pengumpulan
Data
X X X X X X
Analisis Data X X X X X X
Penulisan
Akhir Naskah
Skripsi
X X X X
Pendaftaran,
Penjadwalan
Munaqosah
X X X
Munaqosah X
Revisi Skripsi X X
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Lampiran 3. Ringkasan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun
Anggaran 2011
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
RINGKASAN LAPORAN REALISASI APBD
TAHUN ANGGARAN 2011
Nomor Uraian 2011Urut Anggaran Realisasi
1 PENDAPATAN 994.435.446.000,00 1.015.438.257.161,00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 89.282.964.000,00 96.166.806.526,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 37.808.750.000,00 42.558.642.562,00
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 38.524.776.000,00 39.418.728.509,00
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 4.432.142.000,00 4.462.342.843,00
Daerah yang Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 8.517.296.000,00 9.727.092.612,00
1.2 PENDAPATAN TRANSFER 856.753.232.000,00 845.970.090.635,00
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 655.905.642.000,00 657.247.355.925,00
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 37.557.609.000,00 37.820.864.548,00
1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 4.344.087.000,00 5.422.545.377,00
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 564.840.146.000,00 564.840.146.000,00
1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 49.163.800.000,00 49.163.800.000,00
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 156.696.565.000,00 131.811.605.280,00
1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00
1.2.2.2 Dana Penyesuaian 156.696.565.000,00 131.811.605.280,00
1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi 44.151.025.000,00 56.911.129.430,00
1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 44.151.025.000,00 56.911.129.430,00
1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0,00 0,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 48.399.250.000,00 73.301.360.000,00
1.3.1 Pendapatan Hibah 2.500.000.000,00 2.517.650.000,00
1.3.2 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00
1.3.3 Pendapatan Lainnya 45.899.250.000,00 70.783.710.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 994.435.446.000,00 1.015.438.257.161,00
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2 BELANJA 1.069.434.968.904,00 969.298.958.931,00
2.1 BELANJA OPERASI 919.730.633.000,00 868.588.001.710,00
2.1.1 Belanja Pegawai 682.818.452.000,00 644.509.090.369,00
2.1.2 Belanja Barang 159.385.460.000,00 151.231.045.031,00
2.1.3 Belanja Bunga 57.909.000,00 57.908.963,00
2.1.4 Belanja Subsidi 0,00 0,00
2.1.5 Belanja Hibah 12.305.642.000,00 8.579.227.507,00
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 33.475.500.000,00 32.967.500.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 31.687.670.000,00 31.243.229.840,00
2.1.9 Belanja Bantuan Keuangan Kepada 0,00 0,00Vertikal Dalam Negeri
2.2 BELANJA MODAL 145.934.652.000,00 97.153.874.221,00
2.2.1 Belanja Tanah 209.115.000,00 208.055.000,00
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 25.065.957.000,00 11.887.391.180,00
2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 38.429.308.000,00 8.938.430.600,00
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 74.362.320.000,00 73.160.602.038,00
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 7.224.827.000,00 2.428.854.403,00
2.2.6 Belanja Aset Lainnya 643.125.000,00 530.541.000,00
2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.711.750.904,00 2.499.150.000,00
2.3.1 Belanja Tidak Terduga 2.711.750.904,00 2.499.150.000,00
JUMLAH  BELANJA 1.069.434.968.904,00 969.298.958.931,00
2.4 TRANSFER 1.057.933.000,00 1.057.933.000,00
2.4.1 TRANSFER BAGI HASIL KE DESA 1.057.933.000,00 1.057.933.000,00
2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak 565.800.000,00 565.800.000,00
2.4.1.2 Bagi Hasil Retribusi 492.133.000,00 492.133.000,00
2.4.1.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00
JUMLAH TRANSFER 1.057.933.000,00 1.057.933.000,00
Jumlah Belanja 1.069.434.968.904,00 969.298.958.931,00
Surplus/(Defisit) (74.999.522.904,00) 46.139.298.230,00
3 PEMBIAYAAN DAERAH 74.999.522.904,00 74.999.523.372,00
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 81.771.075.904,00 81.771.075.904,00
3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 81.771.075.904,00 81.771.075.904,00
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00
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3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00
3.1.7 Dana Talangan 0,00 0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN 81.771.075.904,00 81.771.075.904,00
3.2
PENGELUARAN
DAERAH 6.771.553.000,00 6.771.552.532,00
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 6.679.000.000,00 6.679.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 92.553.000,00 92.552.532,00
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00
3.2.5 Dana Talangan 0,00 0,00
JUMLAH PENGELUARAN
PEMBIAYAAN 6.771.553.000,00 6.771.552.532,00
PEMBIAYAAN NETTO 74.999.522.904,00 74.999.523.372,00
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 121.138.821.602,00
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Lampiran 4. Ringkasan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun
Anggaran 2012
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
RINGKASAN LAPORAN REALISASI APBD
TAHUN ANGGARAN 2012
Nomor Uraian 2012Urut Anggaran Realisasi
1 PENDAPATAN 1.183.658.387.000,00 1.217.485.978.304,00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 141.669.442.000,00 164.954.318.824,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 71.087.041.000,00 85.704.497.336,00
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 21.218.489.000,00 22.461.598.967,00
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 7.785.232.000,00 4.416.537.219,00
Daerah yang Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 41.578.680.000,00 52.371.685.302,00
1.2 PENDAPATAN TRANSFER 944.932.310.000,00 958.425.185.680,00
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 762.382.994.000,00 760.615.713.918,00
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 30.566.974.000,00 28.499.611.997,00
1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 3.964.701.000,00 4.264.782.921,00
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 680.235.009.000,00 680.235.009.000,00
1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 47.616.310.000,00 47.616.310.000,00
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 121.525.711.000,00 121.525.711.000,00
1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00
1.2.2.2 Dana Penyesuaian 121.525.711.000,00 121.525.711.000,00
1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi 61.023.605.000,00 76.283.760.762,00
1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 56.973.407.000,00 71.422.678.811,00
1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 4.050.198.000,00 4.861.081.951,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 97.056.635.000,00 94.106.473.800,00
1.3.1 Pendapatan Hibah 3.160.090.000,00 338.428.800,00
1.3.2 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00
1.3.3 Pendapatan Lainnya 93.896.545.000,00 93.768.045.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.183.658.387.000,00 1.217.485.978.304,00
110
2 BELANJA 1.291.393.958.602,00 1.196.799.260.947,00
2.1 BELANJA OPERASI 1.008.234.274.000,00 962.478.090.460,00
2.1.1 Belanja Pegawai 767.311.914.000,00 737.843.332.970,00
2.1.2 Belanja Barang 143.419.445.000,00 128.703.837.558,00
2.1.3 Belanja Bunga 47.004.000,00 47.003.832,00
2.1.4 Belanja Subsidi 0,00 0,00
2.1.5 Belanja Hibah 49.904.352.000,00 49.361.389.560,00
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 7.565.132.000,00 7.565.132.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 39.986.427.000,00 38.957.394.540,00
2.1.9 Belanja Bantuan Keuangan Kepada 0,00 0,00Vertikal Dalam Negeri
2.2 BELANJA MODAL 282.300.558.000,00 233.723.888.487,00
2.2.1 Belanja Tanah 4.519.608.000,00 2.000.175,00
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 42.083.050.000,00 39.384.607.500,00
2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 112.672.157.000,00 79.325.298.539,00
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 111.653.526.000,00 104.328.514.194,00
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 9.189.397.000,00 8.764.864.200,00
2.2.6 Belanja Aset Lainnya 2.182.820.000,00 1.918.603.879,00
2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 859.126.602,00 597.282.000,00
2.3.1 Belanja Tidak Terduga 859.126.602,00 597.282.000,00
JUMLAH  BELANJA 1.291.393.958.602,00 1.196.799.260.947,00
2.4 TRANSFER 0,00 0,00
2.4.1 TRANSFER BAGI HASIL KE DESA 0,00 0,00
2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00
2.4.1.2 Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00
2.4.1.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00
JUMLAH TRANSFER 0,00 0,00
Jumlah Belanja 1.291.393.958.602,00 1.196.799.260.947,00
Surplus/(Defisit) (107.735.571.602,00) 20.686.717.357,00
3 PEMBIAYAAN DAERAH 107.735.571.602,00 113.663.128.320,00
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 121.138.924.602,00 121.138.924.602,00
3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 121.138.924.602,00 121.138.924.602,00
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00
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3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00
3.1.7 Dana Talangan 0,00 0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN 121.138.924.602,00 121.138.924.602,00
3.2 PENGELUARAN DAERAH 13.403.353.000,00 7.475.796.282,00
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 11.015.000.000,00 5.114.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 2.388.353.000,00 2.361.796.282,00
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00
3.2.5 Dana Talangan 0,00 0,00
JUMLAH PENGELUARAN
PEMBIAYAAN 13.403.353.000,00 7.475.796.282,00
PEMBIAYAAN NETTO 107.735.571.602,00 113.663.128.320,00
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 134.349.845.677,00
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Lampiran 5. Ringkasan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun
Anggaran 2013
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
RINGKASAN LAPORAN REALISASI APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
Nomor Uraian 2013Urut Anggaran Realisasi
1 PENDAPATAN 1.341.990.798.000,00 1.365.641.177.393,00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 170.463.178.000,00 192.971.720.442,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 85.560.750.000,00 102.524.770.063,00
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 24.344.136.000,00 21.834.054.019,00
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 7.974.029.000,00 8.357.189.178,00
Daerah yang Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 52.584.263.000,00 60.255.707.182,00
1.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.111.047.837.000,00 1.111.578.913.397,00
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 848.340.146.000,00 844.525.645.286,00
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 30.834.978.000,00 26.972.772.249,00
1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 917.588.000,00 965.293.037,00
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 763.462.900.000,00 763.462.900.000,00
1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 53.124.680.000,00 53.124.680.000,00
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 187.735.933.000,00 180.694.171.000,00
1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00
1.2.2.2 Dana Penyesuaian 187.735.933.000,00 180.694.171.000,00
1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi 74.971.758.000,00 86.359.097.111,00
1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 69.824.612.000,00 80.050.697.544,00
1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 5.147.146.000,00 6.308.399.567,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 60.479.783.000,00 61.090.543.554,00
1.3.1 Pendapatan Hibah 1.388.130.000,00 2.018.826.747,00
1.3.2 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00
1.3.3 Pendapatan Lainnya 59.091.653.000,00 59.071.716.807,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.341.990.798.000,00 1.365.641.177.393,00
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2 BELANJA 1.465.782.091.000,00 1.281.648.110.545,00
2.1 BELANJA OPERASI 1.192.679.701.000,00 1.068.994.107.655,00
2.1.1 Belanja Pegawai 878.950.854.000,00 790.071.373.196,00
2.1.2 Belanja Barang 183.942.910.000,00 161.206.644.586,00
2.1.3 Belanja Bunga 35.858.000,00 35.857.033,00
2.1.4 Belanja Subsidi 0,00 0,00
2.1.5 Belanja Hibah 59.452.850.000,00 48.520.253.000,00
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 16.425.614.000,00 16.297.614.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 53.871.615.000,00 52.862.365.840,00
2.1.9 Belanja Bantuan Keuangan Kepada 0,00 0,00Vertikal Dalam Negeri
2.2 BELANJA MODAL 259.644.238.000,00 209.691.364.140,00
2.2.1 Belanja Tanah 8.412.930.000,00 326.200.050,00
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 45.660.798.000,00 39.135.716.836,00
2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 104.061.084.000,00 77.372.548.152,00
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 91.773.335.000,00 85.500.885.700,00
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 2.892.039.000,00 2.373.707.250,00
2.2.6 Belanja Aset Lainnya 6.844.052.000,00 4.982.306.152,00
2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 13.458.152.000,00 2.962.638.750,00
2.3.1 Belanja Tidak Terduga 13.458.152.000,00 2.962.638.750,00
JUMLAH  BELANJA 1.465.782.091.000,00 1.281.648.110.545,00
2.4 TRANSFER 0,00 0,00
2.4.1 TRANSFER BAGI HASIL KE DESA 0,00 0,00
2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak
2.4.1.2 Bagi Hasil Retribusi
2.4.1.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
JUMLAH TRANSFER 0,00 0,00
Jumlah Belanja 1.465.782.091.000,00 1.281.648.110.545,00
Surplus/(Defisit) (123.791.293.000,00) 83.993.066.848,00
3 PEMBIAYAAN DAERAH 123.791.293.000,00 123.791.292.677,00
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 134.349.846.000,00 134.349.845.677,00
3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 134.349.846.000,00 134.349.845.677,00
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00
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3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00
3.1.7 Dana Talangan 0,00 0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN 134.349.846.000,00 134.349.845.677,00
3.2 PENGELUARAN DAERAH 10.558.553.000,00 10.558.553.000,00
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10.466.000.000,00 10.466.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 92.553.000,00 92.553.000,00
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00
3.2.5 Dana Talangan 0,00 0,00
JUMLAH PENGELUARAN
PEMBIAYAAN 10.558.553.000,00 10.558.553.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 123.791.293.000,00 123.791.292.677,00
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 207.784.359.525,00
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Lampiran 6. Ringkasan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun
Anggaran 2014
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
RINGKASAN LAPORAN REALISASI APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
Nomor Uraian 2014Urut Anggaran Realisasi
1 PENDAPATAN 1.516.292.763.000,00 1.570.745.025.158,00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 215.572.800.000,00 264.839.200.265,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 95.740.000.000,00 116.089.421.090,00
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 34.356.759.000,00 30.503.593.366,00
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 4.797.000.000,00 5.594.654.210,00
Daerah yang Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 80.679.041.000,00 112.651.531.599,00
1.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.215.136.374.000,00 1.224.589.826.427,00
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 912.839.970.000,00 907.749.019.208,00
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 27.559.770.000,00 22.502.769.348,00
1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 1.484.239.000,00 1.348.796.589,00
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 826.891.481.000,00 826.891.481.000,00
1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 56.904.480.000,00 57.005.972.271,00
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 206.958.151.000,00 206.958.151.000,00
1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00
1.2.2.2 Dana Penyesuaian 206.958.151.000,00 206.958.151.000,00
1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi 95.338.253.000,00 109.882.656.219,00
1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 86.172.884.000,00 89.463.092.108,00
1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 9.165.369.000,00 20.419.564.111,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 85.583.589.000,00 81.315.998.466,00
1.3.1 Pendapatan Hibah 5.469.000.000,00 1.410.962.300,00
1.3.2 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00
1.3.3 Pendapatan Lainnya 80.114.589.000,00 79.905.036.166,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.516.292.763.000,00 1.570.745.025.158,00
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2 BELANJA 1.709.444.570.000,00 1.526.637.448.160,00
2.1 BELANJA OPERASI 1.461.466.969.000,00 1.328.394.994.250,00
2.1.1 Belanja Pegawai 992.129.254.000,00 914.850.106.551,00
2.1.2 Belanja Barang 335.079.320.000,00 288.065.310.626,00
2.1.3 Belanja Bunga 24.832.000,00 24.831.073,00
2.1.4 Belanja Subsidi 0,00 0,00
2.1.5 Belanja Hibah 51.903.736.000,00 49.945.130.000,00
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 19.152.500.000,00 14.903.500.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 63.177.327.000,00 60.606.116.000,00
2.1.9 Belanja Bantuan Keuangan Kepada 0,00 0,00Vertikal Dalam Negeri
2.2 BELANJA MODAL 235.362.933.000,00 197.957.953.910,00
2.2.1 Belanja Tanah 1.560.000.000,00 265.375.000,00
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 50.398.699.000,00 32.850.281.519,00
2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 118.509.263.000,00 109.006.506.970,00
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 51.909.544.000,00 50.819.060.929,00
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 7.295.824.000,00 870.832.860,00
2.2.6 Belanja Aset Lainnya 5.689.603.000,00 4.145.896.632,00
2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 12.614.668.000,00 284.500.000,00
2.3.1 Belanja Tidak Terduga 12.614.668.000,00 284.500.000,00
JUMLAH  BELANJA 1.709.444.570.000,00 1.526.637.448.160,00
2.4 TRANSFER 0,00 0,00
2.4.1 TRANSFER BAGI HASIL KE DESA 0,00 0,00
2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00
2.4.1.2 Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00
2.4.1.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00
JUMLAH TRANSFER 0,00 0,00
Jumlah Belanja 1.709.444.570.000,00 1.526.637.448.160,00
Surplus/(Defisit) (193.151.807.000,00) 44.107.576.998,00
3 PEMBIAYAAN DAERAH 193.151.807.000,00 193.151.807.461,00
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 207.784.360.000,00 207.784.359.993,00
3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 207.784.360.000,00 207.784.359.993,00
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00
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3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00
3.1.7 Dana Talangan 0,00 0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN 207.784.360.000,00 207.784.359.993,00
3.2 PENGELUARAN DAERAH 14.632.553.000,00 14.632.552.532,00
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 14.540.000.000,00 14.540.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 92.553.000,00 92.552.532,00
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00
3.2.5 Dana Talangan 0,00 0,00
JUMLAH PENGELUARAN
PEMBIAYAAN 14.632.553.000,00 14.632.552.532,00
PEMBIAYAAN NETTO 193.151.807.000,00 193.151.807.461,00
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 237.259.384.459,00
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Lampiran 7. Ringkasan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun
Anggaran 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
RINGKASAN LAPORAN REALISASI APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
Nomor Uraian 2015Urut Anggaran Realisasi
1 PENDAPATAN 1.714.168.309.000,00 1.784.106.364.462,00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 264.982.258.000,00 313.947.492.011,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 103.214.950.000,00 137.043.704.396,00
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 29.873.454.000,00 27.714.083.536,00
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 8.149.417.000,00 9.361.021.962,00
Daerah yang Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 123.744.437.000,00 139.828.682.117,00
1.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.381.308.121.000,00 1.406.057.712.250,00
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 957.943.633.000,00 944.640.592.926,00
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 29.395.444.000,00 20.422.480.211,00
1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 1.595.223.000,00 988.786.715,00
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 854.457.636.000,00 854.457.636.000,00
1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 72.495.330.000,00 68.771.690.000,00
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 331.173.317.000,00 332.176.067.000,00
1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00
1.2.2.2 Dana Penyesuaian 331.173.317.000,00 332.176.067.000,00
1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi 92.191.171.000,00 129.241.052.324,00
1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 86.172.884.000,00 122.296.210.324,00
1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 6.018.287.000,00 6.944.842.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 67.877.930.000,00 64.101.160.201,00
1.3.1 Pendapatan Hibah 6.398.509.000,00 4.804.656.450,00
1.3.2 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00
1.3.3 Pendapatan Lainnya 61.479.421.000,00 59.296.503.751,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.714.168.309.000,00 1.784.106.364.462,00
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2 BELANJA 1.814.943.436.000,00 1.519.776.477.018,00
2.1 BELANJA OPERASI 1.454.972.755.000,00 1.253.692.412.298,00
2.1.1 Belanja Pegawai 1.092.619.097.000,00 971.122.947.214,00
2.1.2 Belanja Barang 244.500.283.000,00 199.259.788.323,00
2.1.3 Belanja Bunga 13.806.000,00 13.805.111,00
2.1.4 Belanja Subsidi 0,00 0,00
2.1.5 Belanja Hibah 94.129.696.000,00 63.821.498.650,00
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 23.709.873.000,00 19.474.373.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 0,00 0,00
2.1.9 Belanja Bantuan Keuangan Kepada 0,00 0,00Vertikal Dalam Negeri
2.2 BELANJA MODAL 346.958.605.000,00 265.948.514.720,00
2.2.1 Belanja Tanah 3.527.725.000,00 2.267.530.000,00
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 78.747.661.000,00 54.253.935.453,00
2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 111.444.661.000,00 86.123.427.500,00
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 146.187.061.000,00 119.929.090.870,00
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 7.051.497.000,00 3.374.530.897,00
2.2.6 Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00
2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 13.012.076.000,00 135.550.000,00
2.3.1 Belanja Tidak Terduga 13.012.076.000,00 135.550.000,00
JUMLAH  BELANJA 1.814.943.436.000,00 1.519.776.477.018,00
2.4 TRANSFER 0,00 0,00
2.4.1 TRANSFER BAGI HASIL KE DESA 116.709.509.000,00 115.525.790.000,00
2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00
2.4.1.2 Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00
2.4.1.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00
JUMLAH TRANSFER 0,00 0,00
Jumlah Belanja 1.814.943.436.000,00 1.519.776.477.018,00
Surplus/(Defisit) (217.484.636.000,00) 148.804.097.444,00
3 PEMBIAYAAN DAERAH 217.484.636.000,00 217.506.831.918,00
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 237.259.389.000,00 237.259.384.450,00
3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 237.259.389.000,00 237.259.384.450,00
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00
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3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00
3.1.7 Dana Talangan 0,00 0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN 237.259.389.000,00 237.259.384.450,00
3.2 PENGELUARAN DAERAH 19.774.753.000,00 19.752.552.532,00
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 19.660.000.000,00 19.660.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 114.753.000,00 92.552.532,00
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00
3.2.5 Dana Talangan 0,00 0,00
JUMLAH PENGELUARAN
PEMBIAYAAN 19.774.753.000,00 19.752.552.532,00
PEMBIAYAAN NETTO 217.484.636.000,00 217.506.831.918,00
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 366.310.929.362,00
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Lampiran 8. Daftar Riwayat Hidup
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Naima Khoirul Arifa
Jenis Kelamin : Wanita
Alamat : Pangkalan, Rt 01/Rw 09, Telukan, Grogol,
Sukoharjo
Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 18 Februari 1995
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Phone : 085868558242
E-Mail : nayma.arifa@gmail.com
PENDIDIKAN FORMAL
1. TK Al-Mustaqim Pangkalan, Telukan, Grogol, Sukoharjo
2. SDN Telukan 02 Grogol, Sukoharjo
3. SMP N 1 Grogol, Sukoharjo
4. SMK PGRI Sukoharjo
5. IAIN Surakarta
